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RINGKASAN

Wakaf telah dikenal sejak Islam masuk ke Indonesia. Dalam
perkembangannya saling mempengaruhi dengan praktek yang sejenis wakaf Dalam
masyarakat Islam, umumnya wakaf dipahami sebagai “suatu perbuatan penyerahan
benda untuk tujuan publik baik langsung maupun tidak langsung™.

Pengaturan tentang wakaf selama ini tertuang dalam Undang-undang Nomor
5 Tahun 1960 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah milik. Masalah perwakafan vang diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam yang disahkan dengan Instruksi Presiden RI Nomor | Tahun
1991 yang menjadi pedoman bagi Hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia, dan
pada tahun 2004 Indonesia telah mempunyai undang-undang tersendiri yang
mengatur tentang wakaf yaitn Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam skripsi ini permasalahan yang diangkat yaitu tentang peruntukan tanah
wakaf menurut pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
fungst dan peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf dan perlindungan hukum
bagi tanah wakaf yang belum terdafiar mengingat banyak sekali benda-benda wakaf
vang ada di masyarakat yang belum terdaftar sehingga pengelolaannya tidak terarah
peruntukannya dan status hukumnya tidak jelas.

¥

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yang meliputi
sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder, sedangkan cara pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan disertai analisis data yang
menggunakan deskniptif kualitatif yang memadukan antara bahan primer dengan
bahan sekunder sehingga keduanya saling mendukung dan kemudian ditarik suatu
kesimpulan. Untuk data empiris akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif

Di dalam pembahasan disebutkan bahwa wakaf peruntukannya bukan hanya
terbatas untuk kepentingan agama saja, tetapi juga fungsi sosial seperti yang tertuang
dalam pasal 22 Undang-undang tentang Wakaf. Tidak menutup kemungkinan pada
prakteknya fungsi tanah wakaf lebih luas lagi, lebih dari apa yang tertuang di dalam
undang-undang. Fungsi Nazhir dalam mengelola tanah wakaf sangat besar karena
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dialah yang diberi tanggung jawab oleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut.
Satu hal lag yang perlu di ingat bahwa dalam menjalankan tugas atau kewajibannya
Nazhir harus tetap berpegang pada fungsi atau tujuan semula. Pemerintah telah
menghimban melalui segala kebijakan dan peraturan yang ada agar semua tanah
didaftarkan tidak terkecuali tanah wakaf, namun masih banyak tanah wakaf yang
belum terdaftar. Memang pendaftaran tanah wakaf bukanlah syarat salmya suatu
perbuatan wakaf akan tetapi hanya bersifat administratif saja, demi keteraturan dan
kepastian hukum, schingga apabila nantinya terjadi sengketa, tidak perlu mencari
para saksi vang dulu menyaksikan ikrar wakaf, tetapi cukup dengan sertifikat hak atas
tanah yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Pada kesimpulan discbutkan bahwa peruntukan tanah wakaf disesuaikan
dengan Pasal 22 Undang-undang MNo. 41 Tahun 2004 dan peraturan lain yang
mengatur tentang wakaf. Peruntukan tanah wakaf diutamakan yang bersifat produkiif
agar lebih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Fungsi dan peran Nazhir
dalam pengelolaan peruntukan tanash wakaf adalah mengelola, mengurus dan
bertanggung jawab atas scgala sesuatu yang terjadi dengan tanah wakaf serta
menjamin bahwa tanah wakafl digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuan vang
semula. Pendaftaran tanah wakaf dimulai dari Kelurahan , Kecamatan setempat,
Departemen Agama Kota atau Kabupaten sampai pada Badan Pertanahan Nasional.
Bagi tanah wakaf vang belum terdaftar maka tanah wakaf tersebut tidak mempunyai
bukti yang kuat dan otentik serta tidak berkekuatan hukum oleh sebab itu pendaftaran
tahan wakal sangal diperlukan. Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah
hendaknya pemenntah menggalakkan program-program vang tujuannya adalah
sosialisasi arti pentingnya pendaftaran tanah wakaf dan cara-cara pendaftarannya
kepada instansi vang terkait agar masyarakat mengerti akan artinya pendaftaran tanah
wakaf dan tahu bagaimana prosedur pendaftarannya.
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| @ 7T PERPLSTAYAAN
I UNIVERSITAS JEMBER

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas Islam, bahkan
terbesar di dunia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim maka
tidak heran apabila istilah wakafl sudah tidak asing lagi bagi masyarakatnya. Di
dalam Al-Qur’an, Allah melalui firman-Nya memerintahkan umat manusia untuk
berbuat kebajikan, salah satu firman itu antara lain :

“Bukankah kebajikan itu (di tentang) kamu memalingkan muka kamu ke
pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang
beriman kepada Allah dan harnn Kemudian dan Malaikat dan Kitab dan
nabi-nabi dan mendermakan harta yang sedang ia cinta itu kepada
keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan
orang pelayaran (vang keputusan) dan orang-orang yang meminta dan
(ditentang menebus) hamba-hamba, dan mendinkan sembahyang, dan
mengeluarkan zakat, dan menyempurnakan janji, apabila berjanji, dan
sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang. Mereka itu
ialah orang-orang yang benar, dan mereka itu ialah orang-orang yang
berbakti” (Terjemahan Surat Al-Bagarah(2).177).

Berbuat kebajikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah
itu salah satunya adalah berwakaf tanah. Berwakaf tanah dikatakan sebagai suatu
kebajikan karena dengan berwakaf tanah bisa mendatangkan suatu kemanfaatan
atau kemaslahatan yang sangat besar bagi masyarakat, bahkan bagi negara. Oleh
karena itulah masalah wakaf, terutama wakaf tanah bukan sekedar masalah
keagamaan melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu
secara keseluruhan yang menyangkut masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan,
administrasi dan bahkan juga masalah politik (Jatmika,1992:2)

Wakat merupakan salah satu cara memperoleh hak atas tanah dalam
lembaga hukum Islam, selain cara perolehan melalui jual beli, tukar menukar,
hibah, wasiat maupun membuka tanah baru (Al-Alabij,1989:3.4). Pada dasarnya
benda yang bisa diwakafkan tidak terbatas pada benda tetap atau tidak bergerak
saja akan tetapi benda bergerak juga bisa, diantaranya mobil, meja, lemari, saham,
uang dan masih banyak lagi yang lainnya vang telah diatur di dalam undang-
undang tentang wakaf.

Perlu kita sadari bahwa masalah tanah bukanlah masalah yang mudah. Di
dalam pengelolaan dan masalah statusnya berkaitan erat dengan birokrasi atau
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pemerintah untuk masalah administrasi atau pendataannya demi lerciptanya
keteraturan dan kepastian hukum, namun pada kenyataannya masalah pendaftaran
tanah wakaf ini masih saja banyak vang menganggap sepele sehingga tanah-tanah
wakaf tersebut tidak didaftarkan dan tidak terdata, padahal sebenarnya sudah ada
peraturan hukum yang mengatur tentang pendaftaran tanah ini.

Tanah hak milik atau tanah dengan hak yang lainnya wajib didaftarkan di
kantor-kantor pertanahan. Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah
adanya sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti penguasaan dan pemilikan
pemegangnya atas tanah tersebut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau lebih populer dengan sebutan
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) melalui pasal 19 mengamanatkan bahwa
pemeriniah mengadakan pendaftaran untuk seluruh wilayah Rl dan bahwa
sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan
atau pemilikan tanah. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftran Tanah. Melalui pasal 3 menjelaskan tujuan dan kegunaan
dan pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah
tersebutl yaitu “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak
vang bersangkutan”. Dalam Undang-undang tentang wakaf pasal 32 menyebutkan
bahwa Pejabat Pembuat Akta Tkrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW), atas
nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang
paling lambat tujuh har kerja sejak Akia Ikrar Wakaf ditandatangani. Penyebutan
berulangkali dan tidak terbatas hanya pada satu peraturan saja ini menandakan
bahwa pendaftaran tanah itu memang sangat penting sekali.

Bila suatu tanah wakaf tidak terdaftar, maka tujuan dari diwakafkannya
tanah tersebut menjadi tidak jelas. Hal ini akan mendatangkan masalah
dikemudian hari, karena dengan tidak terdaftarnya tanah wakaf dan Nazhir maka
tidak ada kejelasan mengenai tujuan peruntukan tanah wakaf tersebut untuk apa
dan tidak ada bukti bahwa Nazhir tersebut harus bertanggungjawab atas segala
sesuatu vang menyangkut tanah wakaf tersebut.
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Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, serta mengingat pentingnya
suatu pendaftaran tanah wakaf, penyusun mengambil judul skripsi:
“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TANAH WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR ~.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain:
|. Bagaimana peruntukan tanah wakaf menurut pasal 22 Undang-undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf 7
2. Bagaimana peran dan fungsi Nazhir dalam pengelolaan peruntukan tanah
wakaf 7
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi tanah wakaf yang belum terdaftar 7

1. 3 Tujuan Penulisan
Dalam penubisan skripst im ada dua tujuan yang hendak dicapai vaitu
tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum
Twuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang

bermanfaat akademis, yaitu:

I. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan vang telah
ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

2. Untuk mengimplementasikan ilmu hukum vang telah diperoleh selama masa
studi di Fakultas Hukum.

3. Untuk dijadikan bahan pengembangan ilmu hukum yang berguna untuk
seluruh kalangan,

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari skripsi ini adalah:
L. Untuk mendiskripsikan tentang peruntukan tanah wakaf menurut pasal 22
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
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2. Untuk mengetahui dan memahami peran dan fungsi Nazhir dalam pengelolaan
tanah wakaf.

3. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi tanah wakaf
yang belum terdafiar.

1.4 Metode Penelitian

Suatu tulisan akan dapat dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila
mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan sehingga tulisan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka
diperlukan suatu metode penulisan. Metode penulisan merupakan hal yang sangat
penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi
(Marzuki, 2005:35).

141 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,
yakni pendekatan dengan jalan menganalisa permasalahan dengan didasarkan
kepada peraturan perundang-undangan vang berlaku, buku-buku yang berisi teori-
teori hukum dan pendapat para sarjana, kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi pokok bahasan (Soemitro, 1990:97).

Hal im dilakukan karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain serta kaitannya dengan
penerapannya dalam praktek, sehingga bahan tersebut digunakan untuk membahas
dan memecahkan permasalahan vang ada. Selain itu dalam rangka
penyempurnaan skripsi ini, pendekatan masalah tersebut didukung oleh data
empiris dengan studi lapangan yakni dengan melakukan pengamatan, penelitian
dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh
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diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Penyusun menggunakan 2
(dua) bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:
a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan ini diperoleh dengan cara mengkaji, menganalisis peraturan
perundang-undangan, norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
Melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan,
kemudian dilengkapi dengan wawancara kepada nara sumber yang
berkompeten di bidangnya.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel-artikel, sumber-sumber bacaan
lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

Studi dokumen dilakukan dengan meneliti contoh isian formulir yang ada,
misalnya beberapa bentuk formulir pendaftaran tanah di Kantor Urusan
Agama (KUA ), mengaitkan sumber bacaan vang ada, misalnya membuka situs
Tabung Wakal Indonesia, Humas Depag.

143 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh bahan dengan studi
literatur, yaitu dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji dan menganalisis
peraturan perundang-undangan, dokumentasi, karva ilmiah, artikel, hasil dari
seminar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas,

b. Studi Lapangan.

Studi ini bertujuan untuk memperoleh bahan baik secara lisan maupun
tertulis dengan menggunakan metode observasi, wawancara, pengamatan dan
penelitian baik langsung ataupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang
terkait, antara lain dengan :
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1) Bpk. Drs. Mohammad As’adul Anam, selaku Kepala Bagian
Penyelenggara Zakat dan Wakaf Departemen Agama Kabupaten Malang.

2) Ibu Diah Purwati, selaku Pegawai bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Departemen Agama Kabupaten Malang.

3) Bapak Achmad Nurido, SH selaku Kapala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kepanjen-Malang,

5) Pengurus masjid atau pengelola masjid wakaf di masjid Tujuh Darussalam
Kepanjen-Malang.

1.44 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang
membahas pokok permasalahan dengan cara menganalisis dan meneliti bahan-
bahan yang diperoleh serta digabungkan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku schingga diperoleh kejelasan dari permasalahan vang dibahas.
Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan penarikan kesimpulan
dari hal-hal yang bersifat umum, ke hal-hal yang bersifat khusus (Soemitro,
1990:139). Alasan penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah
agar memperoleh gambaran secara singkat dan jelas suatu permasalahan,
Terhadap data empiris, penyusun menganalisis secara deskriptif kuantitatif
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah dan Figih Wakaf

Menurut sejarah wakaf, masyarakat dunia pada dasarnya telah mengenal
beberapa sistem vang secara umum tidak jauh dar sistem perwakafan dalam
Islam. Hal ini terlihat dari bagaimana orang-orang di jaman klasik menyisihkan
sebagian dari harta yang mereka miliki untuk digunakan pada lembaga terientu.
Terlepas dari kevakinan yang mereka anut, hal semacam ini menurut mereka
merupakan suatu bentuk amal kebajikan. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor
pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendinkan bangunan
penibadatannya.

Kuil-kuil dan rumah penibadatan sudah ada sejak dulu sebagaimana yang
ditemukan dalam lingkup masyarakat sekarang dan menjadi bagian yang sangat
penting dalam sejarah manusia. Sudah pasti bahwa tempat-tempat peribadatan
tersebut harus didinikan dalam bentuk dan tempat-tempat permanen dan bukan
merupakan milik perorangan, selain itu hasil bumi yang dihasilkan diberikan
kepada orang yang mengurusi tempat ibadah tersebut.

Peradaban Babyloma telah mengenal cara tersebut. Para raja pada waktu
itu menghibahkan manfaat hasil bumi kepada para yatim, orang janda tanpa
perpindahan hak kepemilikan kepada mereka. Begitu juga yang terjadi di Mesir
kuno, Ramses !l telah menganugerahkan kekayaan (hak miliknya) vang melimpah
ruah kepada kuil “Abidus"”, penganugerahannya itu dirayakan dengan upacara
vang penuh hikmad dihadapan seluruh pembesar negeri dan tokoh masyarakat
(Al-Kabisi dalam Depag, 2004:15). Peristiwa terscbut mendorong masyarakat
untuk menirunya, karena berdasarkan kepercayaannya bahwa pengorbanan harta
milik untuk kegiatan ibadah, memperbaiki kuil-kuil dan menjaga kelestanannya
untuk kepentingan syiar agama dan kepercayaannya adalah perbuatan yvang mulia
dan terpuji serta merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Dalam masyarakat Romawi tertuang dalam piagam “Justinian”
(kumpulan undang-undang Romawi) bahwa setiap benda vang berkaitan dengan
kegiatan upacara agama tidak boleh dijual belikan, digadaikan atau dimiliki

seseorang karena ia adalah milik Tuhan, Lebih dan ilu, mereka memandang
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bahwa lahan tempat berdirinya tempat suci, meski bangunannya telah hancur,
tetap menjad) tempat yang suci.

Dalam ajaran Islam, peninggalan wakaf yang pertama kali dikenal dalam
masyarakat Arab pra-Islam adalah A/-Ka'bah AlMusyarafah vaitu rumah
peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as. sebagai tempat untuk
berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Bersama dengan perjalanan
waktu dan perubahan masyarakat Arab waktu itu kemudian menjadikan Ka'bah
scbagai pusat penyembahan berhala, dengan keyakinan bahwa penyembahan
berhala tersebut merupakan salah satu upaya pendekatan diri kepada Allah
Selanjutnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, syariat Islam mengatumya
lebih jelas dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang diikuti oleh para
sahabatnya

Pada masa Islam, wakaf yang pertama adalah wakaf masjid vang dibangun
umat Islam bersama Nabi Muhammad SAW. di Quba pada Tahun 622 M,
sclanjutnya adalah wakaf masjid Nabawi di Madinah yang merupakan masjid
terpenting kedua setelah masjid Haram di Makkah

Orang yang pertama kali melaksanakan perbuatan wakaf dalam lslam
adalah:

a. Abu Thallah yang mewakafkan tembok Baihara’

b. Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah yang ada di Khoibar

¢. Seorang Yahudi vang masuk Islam dan mewakafkan tanah Mubhairiq

d Tembok kaum Bani Najjar yang dibuat masjid oleh Nabi Muhammad,
kemudian mereka tidak menginginkan ganti rugi.

Dalam melaksanakan perwakafan, umat Islam mendasarkan perbuatannya
pada tata nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist vang keduanya
merupakan sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan
kehidupannya. Firman Allah dalam Al-Qur’an mengenai bersedekah khususnya
wakaf ada banyak sekali, diamtaranya:

1. Terjemahan surat Al-Baqarah (2) ayat 261, yang berbunyi :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menatkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah
melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja vang Dia kehendaki, Dan Allah
Maha kuasa (karunia-Nva) lags Maha Mengetahui™
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2.

Terjemahan surat Al- ‘lmran (3) Ayat 92, vang berbunyi :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (vang sempurna) sebelum
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”

Terjemahan surat Ar-Ra’d (13) Ayat 22, vang berbunyi :

“Dan yang sabar karena mengharap kendhoan Tuhan mereka, dan mendirikan
sembahyang dan membelanjakan sebagian dari apa yang Kami kurniakan
kepada mereka, dengan tersembunyi dan dengan terang, dan menolak
kejahatan dengan cara yang baik: mereka itu adalah bagi mereka balasan
(baik) di akhirat™.

Sedangkan sumber hukum perwakafan dan Hadist dalam bentuk terjemahan yaitu:

T

Hadist dari Abu Hurairah r.a.,

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah bersabda -

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga
perkara yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang diamalkan dan anak sholeh yang
mendoakan orang tuanya”

Hadist tersebut bisa dimasukkan dalam hal perwakafan karena shadaqoh
jariyah oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf

Hadist yang cukup terkenal selain Hadist di atas adalah Hadist Abu Thallah
dan Anas bin Malik. Abu Thallah adalah sahabat Andhar yang paling banyak
kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah Bairaha’ yang
tepat berhadapan dengan masjid Nabi. Setelah turun dan dibacakan ayat 92
Surat Al-Imran, maka Abu Thallah berdiri dan mengatakan:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah
Baihara', ia kami sedekahkan kepada Allah, kami hanya mengharapkan
kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Pergunakanlah kebun itu sesuai dengan
petumuk Allah”.

Maka Rasulullah mencrima wakafnya dan memberikan petunjuk-petunjuk
lentang penggunaan harta tersebut. (Wahab, Al-Wagf, 39).

Hadist riwayat Imam Bukhori dan ‘Amr bin Harits, ia berkata:"Rasulullah
SAW. tidak meninggalkan harta kecuali seekor Bighol, sebilah pedang dan
sebidang tanah untuk shadagoh (wakaf)”
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Selanjutnya permasalahan wakaf menjadi wacana figih yang dibicarakan
secara panjang lebar dan terperinci oleh para ahli figih berkenaan dengan
pengertian, syarat-syarat dan rukun wakaf, syarat-syarat Wakif, syarat-syarat harta
wakaf, syarat sasaran wakaf serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan
pemberdayaan lembaga wakaf ( www.humasdepag.com ).

2.2. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqgf bentuk masdar (kata benda) dari
kata kerja yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat.
Kata al-wagf juga semakna dengan al-habs bentuk masdar dari kata kerja habasa,
dan istilah wakaf pada awalnya menggunakan kata “al~habs”, hal tersebut
diperkuat dengan adanya riwayat hadist yang menggunakan istilah a/-habs untuk
wakaf, tapi kemudian vang berkembang adalah istilah wakaf dibanding istilah al-
habs, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah al-habs untuk
wakaf sampai saat ini (www.tabungwakaf com).

Banyak kalangan dan pihak yang mengutarakan pendapat dan
pandangannya dalam mengartikan istilah wakaf, sehingga hal tlersebut
berpengaruh pada definisi yang mereka buat Ada yang berpendapat bahwa
kepemilikan objek wakaf tidak berpindah dari Wakif kepada pihak penerima
wakaf (atau penerima amanah wakaf) sehingga dimungkinkan menurut pendapat
mereka pencabutan atau penarikan kembali objek wakaf oleh si pewakaf dan ahli
warisnya, maka wakaf tidak beda dengan hibah manfaat atau sedekah. Sedangkan
pendapat vyang banyak diyakini masyarakat adalah bahwa kepemilikan objek
wakaf lepas dari si pewakaf dan berpindah menjadi milik pengguna wakaf
tersebut, dan dalam satu nwayat kepemilikan menjadi kepemilikan Allah SWT.

Menurut Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah:

“perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperiuan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syanah.
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Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan wakaf adalah:

“perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum

yang memisahkan sebagian dari  harta benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2.3 Rukun Wakaf
Dalam melaksanakan suatu perwakafan, harus memenuhi beberapa rukun
(sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan pada saat melakukan suatu perbuatan).
Rukun wakaf dulu hanya ada empat, sesuai dengan perkembangan jaman, saat ini
rukun wakaf ada enam, yaitu:
1) Harus ada vang berwakaf (Wakif).
Wakif vyaitu orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang
mewakafkan benda miliknya. Syarat jika Wakif itu perorangan menurut pasal
8 avat (1) Undang-undang tentang Wakaf adalah :
a. dewasa (akil baligh);
b. berakal sehat;
c. tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum;
d. pemilik sah harta benda wakaf.
Dalam hal Wakif badan hukum Indonesia dan yang bertindak untuk dan
atas nama Wakif adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (pasal 1 angka
2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 jo KHI pasal 217). Wakif harus
pemilik sah dari harta yang diwakafkan. Harta yang belum jelas pemiliknya
tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta
vang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya. Wakif harus beragama
Islam memang tidak dinyatakan sebagai syarat dari suatu perbuatan wakaf,
akan tetapi syarat memperoleh pahala dari Allah adalah iman dan Islam, maka
wakaf-wakaf yang ada pahalanya itu adalah wakaf vang dilakukan oleh orang
yang beriman atau orang vang telah menganut agama Islam.
2) Sesuatu atau harta yang diwakafkan (Mauguf)
Yang dimaksud adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak
bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai
menurut ajaran Islam dan dipersyaratkan merupakan benda milik yang bebas
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dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (pasal 1 angka 5 Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 jo KHI pasal 215, pasal 217).

Tujuan wakaf (Mauguf ‘Alaih)

Tujuan wakaf difahamkan dari hadist Tbnu Umar : *... la menyedekahkan
hasil hartanya itu kepada fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak,
pada jalan Allah, orang terlantar dan tamu....”. dan hadist di atas dipahami
bahwa dua macam tujuan wakaf yaitu :

a. Untuk mencari keridhaan Allah SWT. termasuk di dalamnya segala
macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat-
tempat ibadah, mendirikan tempat pendidikan agama Islam, penelitian
tlmu-ilmu agama, dan lain-lain. Tujuan im merupakan tujuan utama dan
wakalf, karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan harta bendanya untuk
suatu kepentingan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama
Islam, seperti wakaf tanah untuk mendirikan pabrik minuman keras, wakaf
tanah untuk peternakan babi, wakaf tanah untuk mendirikan tempat ibadah
agama lain dan lain sebagainya.

b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti unluk membantu fakir miskin,
apakah ja orang Islam atau bukan, membantu orang-orang yang terlantar,
keluarga yang tidak mampu, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak
yatim piatu dan lain-lain.

Shighot atau ikrar
Ikrar yaitu pernyataan kehendak dari Wakif untuk mewakafkan benda

miliknya. lkrar ini harus dilakukan oleh Wakif secara jelas dan tegas kepada

Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akia [krar Wakaf (PPAIW) vang

dituangkan dalam bentuk Akta [krar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-

kurangnya 2 orang saksi (pasal | angka 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 jo KHI

pasal 215, pasal 218).

Nazhir
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakafl dari Wakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 4

UU Nomor 41 Tahun 2004). Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

menentukan Nazhir meliputi perorangan, sekelompok orang atau organisasi
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dan badan hukum Menurut pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 jika Nazhir perorangan dipersyaratkan mereka adalah:

a. warga negara Indonesia,

b. beragama Islam,

c. sudah dewasa,

d. sehat jasmani dan rohani,

e. tidak berada di bawah pengampuan,

f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Apabila Nazhir berbentuk organisasi maka persyaratan yang harus dipenubhi :

a pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada syaral Nazhir perorangan.

b. Orgamisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan
dan/atau keagamaan Islam.

Untuk Nazhir yang berbentuk badan hukum syaratnya ditentukan dalam pasal

10 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, vaitu:

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir
perseorangan.

b. Badan hukum Indonesia vang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

¢. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan [slam.

Disamping itu, Nazhir juga harus terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat dan sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan
sumpah dihadapan Kepala KUA Kecamatan dengan disaksikan sekurang-
kurangnya 2 orang saksi. Bunyi dari sumpah itu adalah -

“Demu Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nazhir
langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak
memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun

Lo

Juga .

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan
tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nazhir dalam
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pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya™ (KHI Pasal 215
jo Pasal 219)
PPAIW

Menurut Kompilasi Hukum [slam pasal 215 angka (6) PPAIW adalah

petugas pemerintah vang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku,
berkewajiban menerima ikrar wakaf dan Wakif dan menyerahkannya kepada
Nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestanian perwakafan.
Pasal | angka (6) menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh
Menteni untuk membuat akta ikrar wakal. Menteri yang dimaksud adalah
Menten Agama

Keberadaan PPAIW dalam prakiek pertanahan saal ini merupakan tindak
lanjut dan ketentuan pasal 19 Perturan Pemenntah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah Pasal tersebut menentukan bahwa setiap
perjanjian vang bermaksud memindahkan hak atas tanah, membenkan hak
baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas
tanah sebagm tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta vang dibuat
oleh dan di hadapan pejabal yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.

Wakaf termasuk suatu perjanjian pemindahan hak atas tanah yaitu dari
Wakif sebagai pemilik asal kepada masyarakat yang diwakili oleh Nazhir,
Oleh karena wakaf merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah
maka pelaksanaannya terkena ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tersebut di atas Keberadaan PPAIW telah sesuai
dengan ketentuan yang di atur di dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemenntah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2.4 Syarat Sahnya Wakaf

1)

Untuk sahnya ibadah wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat berikut :
Orang yang mewakafkan haruslah sepenuhnyva berhak untuk menguasai benda
vang akan diwakafkan Wakif juga harus akil baligh dan atas kehendak
sendin, bukan atas paksaan dan orang lain.
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2) Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya, berarti ketika timbul
manfaatnya, barang tersebut tidak rusak. Hendaknya wakaf tersebut
disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan dan untuk apa
tujuan wakaf itu.

3) Hendaknya penerima wakaf tersebut orang vang berhak memiliki sesuatu,
maka tidak sah wakaf terhadap hamba sahaya (sekarang sudah tidak ada lagi).

4) Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas, terang baik dengan tulisan atau lisan.

5) Tunai dan tidak ada khivar Tidak boleh membatalkan, menarik
kembali/mengoreksi, karena orang yang telah melangsungkan wakaf berarti
pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya, selain itu apa yang telah
diwakafkan berarti telah menjadi milik Allah Apabila wakaf dinvatakan
dengan perantara wasiat, maka pelaksanaan wakaf dilakukan setelah Wakif
meninggal dunia dan wasiat wakaf tidak boleh dicabut oleh siapapun, apabila
tidak berientangan dengan peraturan yang berlaku, misalnya harta benda yang
diwakafkan tidak lebih dari 1/3 bagian dari jumlah harta. Bila lebih dan 1/3
bagian harus ada persetujuan dari ahli waris.

Apabila semua rukun dan syaral-syarat perwakafan telah ada, lalu Wakif
menyerahkan kepada PPAIW surat-surat yang diperlukan, antara lain :

1. tanda bukti pemilikan harta benda;

2. keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat vang
menerangkan pemilikannya, khusus bagi benda tidak bergerak,

3. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak
bergerak yang bersangkutan,

Setelah Akta Ikrar Wakaf (AIW) dilaksanakan, lalu PPAIW atau Kepala

KUA Kecamatan atas nama Nazhir mengajukan permohonan kepada Camat

paling lambat 7 han sejak Akta lkrar Wakaf ditandatangani, untuk mendaftar

perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya

(KHI Pasal 224 jo Pasal 32 Undang-undang No.41 Tahun 2004). Untuk tata cara

pendaftaran benda wakaf khususnya tanah, akan diuraikan lebih lanjut pada

bagian sub bab tersendin.
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1.5 Macam-Macam Wakaf
Menurut Hukum lslam, wakaf ada dua macam, yaitu :
1) Wakaf ahli.

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus
kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga Wakif atau bukan.
Karena wakaf imi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus
atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.
Wakaf ahli adalah wakaf vang sah dan telah dilaksanakan oleh umat Islam.
Yang berhak mengambil manfaat dari wakaf ahli adalah orang-orang vang
tersebut dalam ikrar wakaf. Persoalan yang bisa timbul dari wakaf «hli adalah
bila orang yang tersebut dalam ikrar wakaf telah meninggal dunia, atau bila
dia mempunyai anak dan apakah anaknya tersebut ikut berhak menikmati
manfaatnya atau tidak.

Bila terjadi demukian, maka biasanya harta benda wakaf itu dikembalikan
pada tyuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan
agama atau untuk keperluan sosial. Sekalipun Islam membolehkan wakaf ahli,
letapi ncgara-negara Islam seperti Mesir, Syiria dan negara-negara lain vang
permah melaksanakannya, mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari
dalam menyclesikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Oleh
karena itu Mesir menghapus wakaf ahli dengan Undang-undang Nomor 180
Tahun 1952, sedang Syiria telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu periu
dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf aAli di Indonesia pada masa yang
akan datang (Sabiq:515).

2) Wakaf Ghoiri

Wakaf Ghoiri adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan
untuk kepentingan umum yang tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu,
sepertt mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang
kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan lain-
lain.

Wakaf Ghoiri ini perlu digalakkan dan dianjurkan agar umat Islam
melakukannya, karena wakaf ini dapat dijadikan modal untuk menegakkan

agama Allah. membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong
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fakir miskin, anak yatim, orang terlantar dan sebagainya. Wakaf Ghoiri ini
adalah wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus sekalipun Wakif sudah
meninggal dunia.

Di Indonesia wakaf inilah yang terkenal dan banyak dilakukan oleh umat
Islam. Hanya saja umat Islam Indonesia, masih terbentur bagaimana
pengelolaan yang baik sehingga benda wakaf tersebut bisa diambil
manfaatnya secara maksimal. Saat ini segala peraturan yang mengatur tentang
harta benda wakaf telah mengatur bagaimana agar benda wakaf bisa dikelola
dengan baik, teratur sesuai dengan peruntukkannya, tinggal bagaimana
pelaksanaan di lapangan dan peran pemerintah dalam memantau dan
mengawasi jalannya perwakafan.

1.6 Macam-Macam Benda Wakaf
Pada masa lalu, wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja,
khususnya tanah, namun seiring dengan perkembangan jaman, jenis benda atau
harta wakaf saat ini sangat beragam sekali. Di dalam Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 khususnva Pasal 16 menyebutkan beberapa jenis dari harta atau
benda vang bisa diwakafkan, antara lain
|} Benda tidak bergerak, meliputi :
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku baik vang sudah maupun vang belum terdaftar
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdin di atas tanah sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas,
¢. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.
e. Bendn udak bergerak lain sesuai dengan ketentusn dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Benda bergerak, meliputi :
4. uang,

b. logam mulia,
¢. sural berharga,
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. kendaraan,

. hak atas kekayaan intelektual,

hak sewa, dan

. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
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BAB 3. HASIL DAN PEMBAHA

3.1 Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kita tentu sependapat apabila dikatakan harta benda wakaf mempunyai
potensi sumber daya sosial kemasyarakatan maupun sumber daya ekonomi yang
cukup besar, Wakaf bisa memberikan sejumlah sumber daya sosial maupun
ckonomi dengan tujuan pokok untuk turut meningkatkan kualitas umat Islam dan
seluruh aktifitasnya sepanjang tidak melanggar tatanan nilai-nilai agama. Wakaf
Juga dapat memberikan contoh alternatif bagi pengembangan sumber daya vang
ada melalui kewenangan pengelolaan dan pengawasan objek wakaf, serta
kepedulian pengelola bagi upaya pengekalan manfaat wakaf dan peruntukan
wakaf untuk kepentingan sosial/masvarakat umum.

Dilihat dan segi manfaat dari harta benda wakaf, wakaf merupakan salah
satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan seperti peribadatan,
perckonomian, kebudayaan, keschatan dan scbagainya. Menurut Bapak Drs.
Mohammad As’adul Anam selaku Kepala Bagian Penyelenggara Zakat dan
Wakal Departemen Agama Kabupaten Malang benda wakaf benar-benar terasa
manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan/kepentingan umum. Berbagai contoh
dan bukti dapat dikemukakan, misainya dalam bidang keagamaan sebagaimana
yang telah disinggung di muka, suatu kenvataan membuktikan bahwa hampir
semua sarana penibadatan baik yang berupa masjid, musholla, maupun langgamya
di seluruh tanah air didirikan di atas tanah wakaf Untuk lembaga pendidikan,
misalnya madrasah-madrasah dan pondok pesantren kebanyakan juga didirikan di
atas tanah wakaf. Di bidang lembaga kemasyarakatan lainnya seperti misalnya
asrama yatim piatu, panti asuhan dan panti jompo, bahkan sampai kepada kantor-
kantor pemerintahan seperti halnya Kantor Urusan Agama di Kecamatan banyak
didirikan di atas tanah wakaf.

Hanya saja bila diamati lebih jauh lagi, wakaf yang mempunyai potensi
vang begitu besar, selama ini dalam praktek peruntukannya lebih banvak
didominasi oleh perwakafan yang ditujukan untuk hal-hai vang bersifat
peribadatan. Kenyataan ini dipengaruhi oleh suatu pendapat yang mengatakan
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bahwa wakal hanyalah diperuntukkan uniuk tujuan ibadah semata (Soekanto,
1981:107). Padahal sebenamya bisa saja harta benda wakaf itu diperuntukkan
kepada hal-hal lain yang mengandung suatu kebaikan dan kemanfaatan bagi
masyarakat luas selama hal-hal tersebut tidak melanggar tatanan dan nilai-nilai
agama.

Dalam istilah lainnya dapat dikatakan, bahwa praktek perwakafan di dalam
kehidupan masyarakat kita dani masa lampau hingga sekarang, kadar persentase
peruntukannya lebih banyak dititik beratkan kepada hal-hal yang bersifat non
produkuif, bukan hal-hal yang bersifat produktif (barang yang menghasilkan),
sehingga akibatnya untuk memelihara benda-benda yang tidak produkuf seperti
halnya masjid dan madrasah seringkali menemui kesulitan dalam mendapatkan
dana atau sumber pembiayaan yang tetap (Hamami, 2003:52).

Pada tanggal 27 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-undang Nomor
41 Tahun 2004 temang Wakaf Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 dan Buku Il Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Undang-undang
Nomeor 41 Tahun 2004 (pasal 15, 16 dan 29) disamping mengakui benda wakaf
tak bergerak, juga harta benda bergerak, termasuk di dalamnya vang tunai Dalam
Peraturan Pemenintah Nomor 28 Tahun 1977 membatasi wakaf hanya pada benda
yang tidak bergerak (tanah) dan Kompilasi Hukum Islam membatasi wakaf pada
benda tidak bergerak dan benda bergerak bukan uang, selama mempunyai daya
tahan yang tidak habis sekali pakai dan bemnilai menurut Islam.

Harta benda wakaf tak bergerak yang diakui Undang-undang tentang
wakal scperti yang telah disebutkan di atas, meliputi tanah, bangunan, atau bagian
bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas
satuan rumah, dan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan. Untuk benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat
berharga, kendaraan, hak atas kekavaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak
lain yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Mengenai
wakafl uang. bentuknya adalah sertifikat yang menyebutkan perwakafan atas
scjumlah uang tertentu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang ditunjuk.

Dalam Pasal 22 Undang-undang tentang Wakaf mengatur tentang
peruntukan harta benda wakaf. Peruntukan itu antara lain untuk :



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

a. Sarana dan kegiatan ibadah
Sarana dan kegiatan ibadah ini meliputi masjid, musholla dan lain-lain.
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
Sarana dan kegiatan pendidikan serta keschatan yang banyak dijumpai di
masyarakal antara lain pondok pesantren, madrasah atau sekolah. taman
pendidikan Al-Qur’an, klinik-klinik pengobatan dan lain-lain.
¢. Banfuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
Bantuan kepada fakir miskin contohnya saja hasil dan pengelolaan tanah
wakaf atau harta wakaf lainnnya diberikan kepada orang yang tidak mampu,
mendinkan rumah singgah atau rumah permanen untuk para anak terlantar,
memberikan bea siswa bagi anak yang tidak mampu tapi berprestasi dan lain
sebagainya.
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
Kalau dulu wakaf uang belum diperbolehkan dan belum diaturkan tetapi
setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf uang sudah
diperbolchkan. Penyaluran dan wakaf uang i antara lain untuk digunakan
sebagai modal usaha, diwnjudkan dalam bentuk suatu alai produksi yang
nantinya manfaat dan hasilnya digunakan untuk masyarakat banyak
¢ Kemajuan kesejahicraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
Bentuknya antara lain wakaf sumur, yang aimya boleh digunakan oleh siapa
saja yang membutuhkan, wakaf tempat pemandian. Wakaf ini memang tidak
diatur oleh undang-undang akan tetapi memberikan manfaat yang sangat besar
demi kelangsungan kehidupan masyarakat
Sebenarnya banyak sekali wakaf yang tidak di atur di dalam undang-
undang ataupun peraturan lainnya akan tetapi wakaf itu ada dan hidup di
kehidupan masyarakat, mengingat undang-undang hanya mengatur masalah yang
pokok saja. Dalam pasal 23 Undang-undang tentang wakaf menyatakan bahwa
penctapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksana ikrar wakaf Artinva Wakif
sendinlah yang menentukan harta benda yang dia wakafkan itu akan digunakan
untuk apa, menentukan jangka waktu sampai kapan harta benda wakaf itu bisa
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diambil manfaatnya, kepada siapa diperuntukkan harta benda wakaf itu sekaligus
menentukan kepada siapa dia menyerahkan pengelolaan atas harta benda wakaf
terscbut (menentukan atau menetapkan Nazhir). Dalam hal Wakif tdak
menentukan atau menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka Nazhir dapat
menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan
dan fungsi wakaf.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka hal ini bisa
membuka peluang untuk lebih meningkatkan peruntukan harta benda wakaf agar
tidak terpaku pada kegiatan yang non produktif saja, vang nantinya hasilnya tetap
bisa dinikmati orang banyak atau digunakan untuk sesuatu yang memang menjadi
tujuan dari Wakil mewakafkan harta bendanya tersebut.

3.2 Fungsi dan Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Peruntukan Tanah Wakaf

Seperti yang pernah diuraikan bahwa di dalam praktek perwakafan di
Indonesia, sebelum pemerintah menentukan politik hukum agraria nasional vang
menyangkut perwakafan tanah sebagaimana tertuang di dalam peraturan
perundang-undangan vang berlaku (Peraturan Pemenintah Nomor 28 Tahun 1977
dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan), hal-hal vang
bersangkut paut dengan wakaf termasuk perwakafan tanah, didasarkan pada
pemikiran ahli figih yang sangat beragam. Sebagai akibatnya, timbul berbagai
macam persepsi dan penafsiran terhadap lembaga dan objek wakaf Keadaan yang
demikian sudah barang tentu sangat tidak menguntungkan terhadap eksistensi
lembaga wakaf itu sendiri sebagai lembaga keagamaan, khususnya perwakafan
tanah.

Peraturan perundang-undangan yang pernah ada seperti Bijblad Nomor
6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1930, Nomor 13390 Tahun 1934 dan
Nomor 13480 Tahun 1935, tidak mengatur bagaimana pengelolaan dan
pendayagunaan tanah wakaf secara tuntas, akibatnya prakiek perwakafan yang
berjalan, pengelolaan dan penataan manajemennya tidak ftertata baik. Hal
demikian menimbulkan terjadinya penyimpangan hakikat tujuan dan peruntukan
wakaf yang sangat tidak menguntungkan bagi lembaga wakaf itu sendiri, sehingga
lembaga wakaf kurang dapat mendapat simpati dari masyarakat dan peruntukan
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harta benda wakafl kurang bisa dimaksimalkan sesuai dengan lujuan yang
dikehendaki Wakif. Untuk menjaga eksistensi lembaga wakaf khususnya tanah,
dari hal-hal yang merugikan, maka pemerintah mengatur segala seluk beluk yang
berhubungan dengan perwakafan termasuk masalah pengelolaan dan
pendayagunaan serta peruntukan dan tanah wakaf

Di dalam sistem ilmu figih yang ada, tidak dijumpai adanya suatu
ketegasan bahwa keberadaan pengelola tanah wakaf adalah merupakan suatu hal
vang senantiasa harus disertakan di dalam berwakaf (Hamami, 2003:96),
Penyertaannya tidak sampai pada kategori syarat dan apalagi rukun yang harus
terpenuli di dalam pengucapan ikrarnya. Artinya, walaupun Wakif dalam
pengucapan ikrar wakafiya tanpa mengucapkannya dihadapan pengelola tanah
wakaf yang telah ditentukan, tidak berdampak yundis sebagai wakaf yang tidak
sah, dengan kata lain, meskipun tanpa adanya pengelola tanah wakaf, perbuatan
tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wakaf vang sah.

Akan tetapi di dalam pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat ditemui
suatu kenyataan lain, bahwa ternyata tanpa menyertakan Nazhir, pelestarian harta
benda wakaf tidak akan dapat terjamin, bahkan dapat dimungkinkan tanahnya
akan menjadi musnzh dan terlantar keadaannya Apabila terjadi hal yang
demikian, pencapaian tujuannya yang begitu suci dan mulia, serta amat
bermanfaat bagi kehidupan orang banyak dalam mencapai kescjahteraan akan
sulit tercapai.

Karena itu demi tercapainya tujuan wakaf sesuai dengan kehendak Wakif,
maka keberadaan pengelola tanah wakaf menjadi amat penting bagi Wakif pada
saat mengikrarkan kehendaknya di dalam mewakafkan tanahnva Dalam
kehidupan masyarakat kita, pengelola tanah wakaf tergeser kedudukannya dari
vang semula di dalam sistem perfigihannya dikategorikan sebagai sesuaru yang
tidak harus ada, bergeser menjadi sesuaru vang harus ada (Wiradiputra,
1951:15).

Pengelola tanah wakaf yang dimaksud di dalam istilah sistem peraturan
perundang-undangan disebutkan dengan Nazhir. Sebutan tersebut secara penuh
dan bulat bersumber dani istilah yang berlaku di dalam lingkungan istilah figih
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Selain sebutan Nazhir, banyak juga para ahli vang menyebuinya dengan
Mutawalli.

Kedua sebutan tersebut secara ctimologis berasal dan kata kenja nazira —
vand=aru dan tawala — yatawalli dengan arti menjaga dan mengurus (Yunus,
1973:447 dan 507). Di dalam terminologi figihnya itu sendiri, dimaksudkan
sebagai orang vang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan
memelihara harta wakaf (Abdoerrooef, 1970:130).

MNazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dan Wakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dari istilah Nazhir di
atas, dapat ditarik suatu makna bahwa fungsi Nazhir adalah mengelola dan
mengembangkan harta benda wakafl sesum dengan peruntukannya.

Pada kenvataannya tugas atau fungsi Nazhir idak semudah yang kita kira.
Status dan kedudukan Nazhir dalam praktek perwakafan khususnya tanah sangat
penting dalam rangka menjaga kelestanan tanah wakaf sekaligus peruntukannva.
Nazhir berfungsi sebagai pengatur yang diserahi dan diberi amanat untuk
mengelola dan memelihara tanah wakaf Nazhir juga berkewajiban untuk
menjaga, memelihara dan mengurusnya dan mewakili tanah wakaf yang
dikelolanya baik di dalam maupun di luar hukum, agar harta benda wakaf tetap
terjaga dan terurus sehingga wakaf 1tu tidak sia-sia.

Nazhir sebagai pithak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi
fanah wakaf mempunvai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan,
Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir, sehingga berfungsi tidaknya tanah
wakaf, sesuai tidaknya peruntukan tanah wakaf tergantung dan Nazhir. Sebagai
pihak vang memegang peranan penting dalam perwakafan, Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa syarat Nazhir perorangan adalah warga
negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasman dan
rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk syarat Nazhir
dalam bentuk organisasi adalah apabila memenuhi syarat Nazhir perorangan dan
bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
Persyaratan Nazhir organisasi juga menjadi persyaratan bagi Nazhir dalam bentuk
badan hukum, ditambah dengan syarat bahwa badan hukum tersebut dibentuk
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain persyaratan
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yang telah ditentukan undang-undang, Departemen Agama Bagian Direkiorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf juga menentukan syarat tambahan untuk
menentukan seseorang, suatu organisasi dan badan hukum bisa menjadi Nazhir
atau tidak agar harta benda wakaf bisa diberdayakan sebaik dan semaksimal
mungkin. Syarat itu antara lain:

1

Tanggung jawab
Tanpa adanya rasa tanggung jawab maka harta yang dipercayakan untuk
dikelolanya akan terbengkalai dan udak terurus. Seorang Nazhir harus dapat
dipastikan mempunyai tanggung jawab moral, schingga nantinya tidak akan
terjadi kesewenang-wenangan, penyimpangan, dan ketidakmampuan dalam
mengelola tanah wakaf.
Efisien
Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang
terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan tanah wakaf Penerapan
pola yang efisien akan menciptakan Nazhir vang profesional. Tanpa adanya
efisiensi Nazhur tidak akan optimal dalam mengelola tanah wakaf,
Rasional
Rasionalitas diperlukan dalam pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf
Hal i penting karena diperlukan dalam menentukan kebijakan dan
pengambilan keputusan yang menyangkut wakaf Apabila Nazhir lebih
bersifat irrasional maka sifat i akan menghambat kemajuan dan
pemberdayaan tanah wakaf Contohnya saja merekrut anggota hanya
berdasarkan hubungan emosional tanpa mempertimbangkan  kualitas,
menempatkan anggota tidak sesuai dengan bidang yang menjadi keahliannya,
dan lain-lain (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005 105)

Untuk menunjang profesionalisme Nazhir agar mampu mengelola tanah

wakaf secara maksimal dan optimal, Departemen Agama juga menentukan syarat
tambahan bagi Nazhir, syarat itu adalah :

Keahlan teknis
Yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan khusus,
seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, dan lain-lain,
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2. Keahhan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat
Yaitu keahlian dalam memahami dan beninteraksi dengan berbagai karakter
orang Contohnya antara lain keahlian dalam bernegosiasi, keahlian dalam
meyakinkan orang, keahlian dalam memotivasi seseorang dan lain-lain

3. Keahlian Konseptual
Yaitu keahhan dalam berfikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnva
mendiagnosis dan menganalisa berbagai masalah dalam situasi yang berbeda,
bahkan keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang Hal ini
diperlukan menyangkut penentuan visi dan misi ke depan dalam pengelolaan
tanah wakaf.

4. Keahlian dalam pengambilan keputusan
Yaitu keshlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan
berbagai alternatif solusi atas masalah vang dihadapi.

5. Keahlian dalam mengelola waktu
Yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

6. Keahlian dalam hal teknolog:
Seorang Nazhir harus mengikuti dan menguasai teknologt dan
perkembangannya untuk menunjang kinerjanya agar lebih optimal dan
maksimal serta berkualitas.

Segala persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
dan persyaratan tambahan dari Departemen Agama semata-mata hanyalah upaya
agar harta benda wakaf khususnya tanah, dapat dikelola oleh orang, orgamisasi
atau badan hukum yang benar-benar berkualitas agar peruntukan tanah wakaf
dapat digunakan secara optimal dan semaksimal mungkin di bawah pengelolaan
Nazhir yang profesional.

Nazhir adalah pihak yang diserahi untuk mengelola dan mengurus tanah
wakaf sesuai dengan tujuan peruntukannya. Sebagai pemegang amanat vang
diserahi  tugas-tugas tersebut, tentu mempunyai kewajiban vang harus
dilakukannya dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana
mestinya, dan hak vang berhak dinikmati sebagai imbalan atau paji atas jerih
pavah vang telah dilakukannya


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

Sebagai pemegang amanat, Nazhir tidak dibebani resiko apapun atas
kerusakan-kerusakan yang terjadi atau menimpa terhadap tanah wakaf, selama
kerusakan-kerusakan yang dimaksud bukan atas kesengajaan atau kelalaian
Nazhir. Dalam hal demikian perlu adanya suatu keputusan atau penvelesaian dari
pihak yang berwenang tentang ada tidaknya kesalahan Nazhir,

Berbicara mengenai kewajiban Nazhir maka kewajiban i1 ini menyangkut
masalah dan meliputi hal-hal pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan tanah
wakaf serta hasil-hasilnya, selain 1tu juga menyangkut laporan tentang semua hal
yang menyangkut kekayaan tanah wakaf, mulai dan keadaan, perkembangan harta
benda wakaf, sampai kepada pemanfaatan hasil-hasilnya, perkembangan
pengelolaannya dan lain-lain.

Kewajiban yang dimaksud adalah suatu kewajiban untuk memelihara,
mengurus, dan mengawasi tanah wakaf serta hasil-hasilnya. Di dalam
melaksanakan kewajiban im Pasal |1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
menentukan, Nazhir diwajibkan agar :

a Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Dalam pelaksananaanya,
hal ini dilakukan dengan cara :

1) Segera mendaftarkan tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah
wakaf ke Instansi terkait yaitu mulai dari kecamatan sampai ke BPN, agar
tanah wakaf tersebut mempunyai bukti yang otentik dan mempunyai status
vang jelas di mata hukum, schingga tanah wakaf tersebut tidak jatub
kepada pihak yang ndak berhak apabila suatu saat nantu terjadi sengketa
(Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004).

2) Menyimpan baik-baik lembar kedua dan salinan Akta lkrar Wakaf
Lembaran ini sangat penting, karena akta tersebut merupakan bukti otentik
vang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, sepert alat
bukti apabila suatu saal tanah wakaf tersebut diperkarakan di Pengadilan,
sebagai persyaratan dalam pendafiaran tanah di BPN,

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi dan peruntukannya. Pelaksanaannya antara lain :

1) Memelibara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha
meningkatkan produktifitas hasilnya. Nazhir berwenang melakukan hal-
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hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu
keuntungan terhadap harta wakaf Misalnya saja apabila wakaf tersebut
adalah wakaf sawah, maka Nazhir bolch menanaminya sendiri, boleh juga
menyewakan kepada pihak lain, akan tetapi ia tidak diperkenankan
menjadikan tanah wakaf scbagai suatu jaminan hutang seperti hipotik yang
mengakibatkan tanah wakaf akan menanggung suatu hutang. Larangan 1m
disebabkan karena apabila nantinya hutang tersebut tidak mampu dibayar
maka tanah wakaf yang dijadikan jaminan tersebut akan dijadikan sebagai
alat pembayar hutang, sehingga tujuan dan peruntukan tanah wakaf yang
bersifat selamanya tidak akan tercapai dan amalan tanah wakaf akan
terhenti.
2) Menggunakan hasil-hasil tanah wakaf sebagaimana mestinya sesuai
dengan ikrar dan kehendak Wakif
Mengawasi dan melindungi hara benda wakaf
Pengawasan im perlu dilakukan untuk melindungi tanah wakaf dan pihak-
pthak vang bentkad ndak baik, termasuk Nazhir. Contohnva saja ada Nazhir
yang ingin menukar tanah wakaf yang strategis dengan tanah wakaf yang tidak
strategis. Sebenarnya pengawasan imi bukan hanya menjadi kewajiban dan
Nazhir tetapi juga pemenntah, Badan Wakaf Indonesia, Wakif scbagai
pewakafl dan dukungan serta peran serta dan masyarakat. Dengan adanya
pengawasan ini diharapkan tanah wakaf akan tetap terlindungi dan
peruntukannya akan ietap dapat dinikmati oleh masyarakat banyak.

. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. (BWI),

Bentuk dan laporan ini adalah :

I} Menyelenggarakan pembukuan tentang catatan keadaan tanah wakaf mulai
dan perkembangan, kemajuan bahkan kemunduran tanah wakaf

2) Menyelenggarakan pembukuan tentang pengelolaan tanah wakal, Buku mi
berisi tentang kegiatan Nazhir dalam mengelola tanah wakaf

3) Wajib menyusun laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir bulan
Desember. Laporan ini bensi tentang hasil pencatatan keadaan tanah
wakaf yang diperlihara dan diurusnya serta penggunaan dari hasil tanah
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wakaf yang dikelolanya kepada Badan Wakaf Indonesia. Laporan tahunan

imi merupakan rekapitulasi dan gabungan dan pada pembukuan wakaf.

4) Wajib menyusun laporan insidentil. Sebenarnya laporan ini sifatnya tidak
menentu, artinya 1a wajib melaporkannya kepada pihak vang berwenang
(Badan Wakaf Indonesia) jika terjadi sesuatu vang sifatnya sewaktu-
waktu Laporan yang dimaksud adalah laporan keanggotaan Nazhir,
apabila suatu waktu ada anggota Nazhir yang :

- meninggal dunia,

- mengundurkan diri,

- melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan

jabatannya sebagai Nazhir,

- tidak memenuhi svarat lagi sebagni Nazhir, dan

- udak dapat lag melakukan kewajibannya sebagai Nazhir,

Maka Nazhir lainnya diwajibkan untuk melaporkan perubahan status

Nazhir tersebut.

Selain kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas, ada kewajiban lain vang
harus dilakukan oleh Nazhir jika terjadi suatu hal atas tanah wakaf yang
diurusnya. Contohnya jika tanah wakaf sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf,
misalnya saja karena terkena pelebaran jalan, yang mengakibatkan akan adanya
suatu perubahan peruntukan dari tanah wakaf tersebut. Apabila diperlukan adanya
suatu perubahan peruntukan tanah wakaf sckaligus perubahan status tanah wakaf,
maka Nazhir diwajibkan untuk mengajukan permohonan ijin tertulis perubahan
peruntukan dan status tanah tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia dan Menteri
Agama. Setelah mendapat ijin tertulis, baru perubahan peruntukan dan status
tanah wakaf bisa dilaksanakan

Perubahan peruntukan dan status tanah wakaf bisa dilakukan harus
berdasarkan alasan yang kuat. Alasan itu adalah karena kepentingan umum sesuai
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, Tanah
wakaf yang statusnya berubah wajib ditukar dengan tanah yang lain, vang manfaat
dan mlai tukar sekurang-kurangnya sama dengan tanah wakaf semula (pasal 41
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004).
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Dalam perubahan peruntukan harta benda wakaf harus mendapat ijin dari
Badan Wakaf Indonesia, tapi berdasarkan pasal 67, penukaran atau perubahan
peruntukan harta benda wakaf tanpa ijin BWI akan dikenakan hukuman. Untuk
penukaran hukumannya adalah paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda 500
Juta dan untuk perubahan peruntukan, hukumannya adalah paling lama 4 tahun
penjara dan/atau denda 400 juta.

Dengan adanya perubahan peruntukan dan status atas tanah wakaf, maka
Nazhir yang bersangkutan dibebam berbagai kewajiban lagi berupa kewajiban
untuk melaporkan hal tersebut kepada -

1. Kepala BPN setempat guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

b. KUA Kecamatan setempat tentang hasil pencatatan tanah wakaf pengganti
dalam hal terjadi perubahan peruntukan dan status tanah wakaf oleh Kepala
BPN setempat.

Sebagai orang, organisasi atau badan hukum yang telah bersusah payah
menjalankan tugasnya di dalam memclihara, mengurus dan mengawasi tanah
wakaf, maka Nazhir yang bersangkutan boleh dan bahkan berhak untuk
mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas dari hasil tanah
wakaf sebagai imbalannya (Pasal 11 Permenag Nomor | Tahun 1978).

Pemberian imbalan yang pantas bagi Nazhir, maka diharapkan
pemeliharaan pengurusan dan penyelenggaraan tanah wakaf akan dapat berjalan
dengan sebaik-baiknya. Diharapkan pula dengan imbalan tersebut dapat dihindarni
adanya penyimpangan terhadap penggunaan tanah wakaf itu sendiri

Pembenan imbalan vang dimaksud, Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 khususnya pasal 12 menentukan
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir dapat
menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % {sepuluh persen)

Selain Nazhir berhak mendapatkan imbalan yang pantas sebagaimana
tersebut di atas, di dalam menjalankan dan menunaikan tugasnya Nazhir juga
berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau
hasilnya, yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten atau Kota Madya, Kepala Bagian Urusan Agama [slam
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setempat, dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannnya, agar hasil dan
tanah wakaf tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal dan berimbang.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar

3.3.1 Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf

Tanah wakaf di negara kita sangat banyak dan luas. Terbukti dalam data
Departemen Agama (Depag) hingga September 2005 memperlihatkan tanah
wakaf di Indonesia tersebar di 362.791 lokasi, seluas 1.538.198.586 M2 dengan
nilai aset wakaf per lokasi dihitung rata-rata sebesar Rp. 1.630.240.000
(www.depag.com). Salah satu daerah vang bisa dijadikan contoh mengenai data
perwakafan tanah adalah perwakafan di Kabupaten Malang. Dalam Laporan
Perkembangan Setifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Malang menyajikan data-data
tentang jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat,
jumlah lokasi tanah wakaf, serta luas tanah wakaf baik yang belum bersertifikat

maupun vang sudah bersertifikat. Data-data yvang ada dapat dilihat pada tabel
3.3 A vang ada di bawah ini.
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Tabel 3.3.A
Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Malang
Rirnlak Yang sudah Yang belum
No Kecamatan bersertifikat bersertifikat
Lokasi | LuasM2 | Lokasi | Luas M2 | Lokasi | Luas M2
1 Singosari | 290 113582 271 | 106172 19 7410
2 Lawang | 163 107976 144 95402 19 12574
3|  Karangploso 198 | 7168445 183 63973 I15] 771145
4 Dau 113 54410 104 50090 9 4320
5 Tumpang | 298 139061 | 289 | 134941| 9 4120
6 | Poncokusumo | 340 484276 315 | 448676 25 35600
7 Pakis | 310 154903 303 | 151417 7 3486
8 Jabung | 256 90513 242 B5571| 14 4942 |
9 Pujon | 199 50379 197 49873 2 506
10 Ngantang 134 49143 128 46947 6 2196
11 Kasembon 78| 27635 77! 2785 1 350
12|  Kepanjen | 287 144513 255 | 128742 32 15771
13| Sumberpucung | 140 58743 129 54145 11 4598 |
14 Ngajum | 198 44553 191 40383| 7 4170
15 Pakisaji | 272 324845 | 244 29158 28 3326 5
16 | Wagir | 214 49592 202 46832 12 2760
i T2 Pagak 75 39886 56|  2918] 19 10705
18 Kalipare 152 81678 137 71891 15 9787
19 Donomulyo 157 | 43793 154 42959 3 834
| 20] Bantur | B4 50928 75 45474 9 5454
| 21| Gedangan 61 24967 51 20877 | 10 4090
22 Bululawang | 326 287247 315 277556 11 9691
23] Wajak | 227 112936 | 224 | 111445 3 1491
24 | Gondanglegi | 323 608590 289 | 541970 34 66620
25 Tajinan | 226 138775 218 | 133863 8 4912
26 Turen | 534 | 2467025 500 | 229238 34| 17464,5 |
27 Dampit | 159 54804 150 52104 9 2700
28 | Sumbermanjing | 168 64464 160 61392 8 3072
29 Ampelgading 15 2125 12 1699 3 426
30| Tirtoyudo 9 1059 5 587 4 472
| 31 Kromengan 91 46346 86 44551 5 1795
| 321 Wonosari 81 21672 75 20070 6 1602
33 Pagelaran 135 116938 130 | 112608 5 4430
Jumlah | 6313 | 361635845 | 5911 | 3357072 | 402 | 259286,45

Sumber : Data Primer Departemen Agama Kabupaten Malang Tahun 2006
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Tabel 3.3.B
Persentase Sertifikasi Tanah Wakaf
. LS | Jumlah Lokasi | Persentase (%) |
Tanah wakaf bersertifikat 5911 93,63
Tanah wakaf belum bersertifikat | 402 6,37
| Jumlah Tanah wakaf 6313 100

Sumber : Data Primer Departemen Agama Kabupaten Malang Tahun 2006

Berdasarkan data yang ada di Departemen Agama Kabupaten Malang
tahun 2006 dalam Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf, menunjukkan
persentase tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebesar 93,63 %, sedangkan yang
belum bersertifikat sebesar 6,37 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
Departemen Agama Kabupaten Malang sebagai instansi yang betugas menangani
masalah wakaf sudah baik. Menurut Bpk. Drs. Mohammad As’adul Anam selaku
Kepala Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf Departemen Agama Kabupaten
Malang, scbenamya Departemen Agama Kabupaten Malang dalam setiap
kesempatan selalu berusaha mendaftarkan semua tanah wakaf ke BPN, akan tetapn
dengan alasan biaya maka sertifikasi tanah wakaf belum bisa dilakukan pada
semua tanah wakaf yang sudah terdata di Departemen Agama. Tanah wakaf yang
sudah terdata di Departemen Agama, pada umumnya semua sudah mempunyai
tkrar wakaf' vang dilakukan di depan PPAIW, namun tidak semua sudah
bersertifikat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Drs. Mohammad As’adul
Anam dan lbu Diah Purwati selaku pegawai di Departemen Agama Bagian
Penyelenggara Zakat dan Wakaf, sertifikasi tanah wakaf bisa dilakukan oleh
Wakif, Nazhir ataupun Departemen Agama Untuk sertifikasi tanah wakaf yang
dilakukan oleh Wakif atau Nazhir, menggunakan biaya sendiri. Untuk tanah
wakaf yang belum bersertifikat, akan tetapi berkasnya sudah ada di Departemen
Agama, sertifikasi dilakukan oleh Departemen Agama, dengan persyaratan data-
data yang diperlukan sudah dilengkapi, dengan demikian Wakif dan Nazhir
dibebaskan dan biaya pendaflaran tanah wakaf tersebut Data-data vang
dipertukan dalam proses pendafiaran tanah wakaf, disiapkan dan dilengkap oleh
Wakif atau Nazhir yang bersangkutan dibantu oleh PPAIW. Apabila data sudah
lengkap, sclanjutnya PPAIW menyerahkan data vang ada ke Departemen Agama

F-
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ik membayar segala biaya vang diperlukan dalam sertifikasi tanah
"N, Departemen Agama menggunakan biaya yang berasal dari APBD
antuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Dana dari
bil dari pendapatan yang diperoleh KUA, antara lain dari biaya
hal ini dibenarkan oleh Bapak Achmad Nurido selaku Kepala KUA
Kepanjen. Untuk biaya pengukuran tanah wakaf, Departemen Agama
n bantuan dari APBD dan dari Pusat, akan tetapi dana tersebut masih
m bila dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu
f yang sudah terdata di Departemen Agama belum bisa secara
-didaftarkan ke BPN, harus sedikit demi sedikit menunggu bantuan
dan dani Pusat Perlu diketahui bahwa Departemen Agama hanya
nembayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah wakaf yang berupa
“non produktif, artinya dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak
in suatu materi yang bisa dimanfaatkan, seperti masjid, musholla,
lain-lain. Untuk tanah wakaf produktif seperti madrasah/sekolah,
a pengukuran dan pendaftaran diserahkan sepenuhnya kepada Wakif
karena dinilai mampu untuk membayar segala biaya pengukuran dan

6.313 tanah wakal seluas 361635845 M2 yang terdata di
- Agama memang lebih dan 90 % sudah bersertifikat, namun tidak
ang ada dalam kehidupan nyata Menurut hasil penelitian yang
lch pihak Departemen Agama khususnya bagian penvelenggara zakat
masih banyak sekali tanah wakaf yang belum bersertifikat dan belum
akta ikrar wakaf yang dibuat di hadapan PPATW.
ndonesia umumnya orang berwakaf atas dasar ingin berbuat amal
au beribadah. Apabila sudah berwakaf yang dicari hanva keridhoan
npa memikirkan apa yang harus dilakukan agar apa yang diamalkan
\daannya dan mempunyai status yang jelas di mata hukum. Kesadaran
akan arti pentingnya sertifikat tanah wakaf bagi kepastian hukum
atas. Menurut penelitian yang dilakukan Departemen Agama
dalang. masih banvak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Berikut
va:
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Tabel 3.3.C
Persentase Sertifikasi Tanah Wakaf Hasil Penelitian Departemen Agama
Ksbupaten Malang
| Persentase (%)
 Bersertifikat 0]
Mempunyai AIW 10
Belum bersertifikat dan 30
Belum mempunyai AIW

Sumber : Data Primer Departemen Agama Kabupaten Malang Tahun 2006

Sebanyak 60 % tanah wakaf sudah bersertifikat, 10 % belum bersertifikat
tetapt sudah mempunyai Akta lkrar Wakaf (selanjutnva disebut AIW), 30 %
belum bersertifikat dan belum mempuyai AIW. Jadi artinya sebanyak 30 % dari
seluruh jumlsh tanah wakaf yang ada di Kabupaten Malang belum terdafiar di
instansi manapun, baik itu di KUA (PPAIW), di Departemen Agama ataupun di
BPN

Pemerintah Kabupaten Malang sangat serius dalam menangani masalah
sertifikasi tanah wakaf, hal imi dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan sepert: ada pihak yang menyangkal status atas tanah
vang diwakafkan, mengekalkan dan melindungi peruntukan tanah wakaf
(fungsinya) dan demi keteraturan dalam sistem administrasi pertanahan di
Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wakaf merupakan suatu amalan ibadah yang berhubungan dengan masalah
sosial ekonomi. Oleh karena itu wakaf dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan
dari rasa iman vang mantap dan rasa solidaritas vang tinggi antara sesama
manusia, sehingga 1a merupakan salah satu usaha mewujudkan dan memelihara
hablum min Allak dan hablum min an-nas (Efendi, 1995:733),

Wakal merupakan perwujudan hablum min an-nas, yang dalam
pelaksanaannya memerlukan bantuan negara guna mencapai kesempurnaan
perbuatan wakaf yang dimaksud. Berkaitan dengan hal ini, apabila seseorang
mempunyai maksud hendak melakukan perbuatan wakaf, maka perbuatan tersebut
tidak begitu saja bisa dilakukan, akan tetapi harus melalui proses atau prosedur
terientu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
mulai dari proses persiapan sampai dengan pendaftaran di BPN yang mewilayahi.
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1 diingat hahmpcndaﬂamutmahmknfhmyaiahmmmmrmg
ministrasi kenegaraan demi keteraturan, ketertiban dan kemudahan
pendataan dan pemanfaatan tanah vang ada di nusantara serta demi
an perlindungan hukum atas tanah yang diwakafkan, bukan merupakan
/a suatu perbuatan wakaf

in Pelaksanaan Wakaf

apan pelaksanaan wakaf ini menyangkut hal-hal seperti pengumpulan
n administratif yang harus disertakan dan harus ada di dalam
| wakaf. Bahan-bahan tersebut antara lain -

it Hak Milik

tanah belum mempunyai sertifikat hak milik, maka dapat diganti
tanda bukti kepemilikan lainnya atas tanah tersebut seperti petok,
ctitir. Persyaratan bukti kepemilikan ini sangat diperlukan sebagai
ahwa tanah yang hendak diwakafkan tersebut benar-benar tanah
, mengingat wakaf ini bersifat kekal, abadi selamanva Hal ini juga
n untuk menghindari apabila nantinya ada pihak yvang mengaku
las lanah tersebut, untuk pembuktiannya sudah jelas.

nentara tanah wakaf di Desa atau Kelurahan (lihat lampiran 1)
cterangan Tidak Tersangkut Sengketa, lkatan, Sitaan dan Tidak
kan di Bank yang diketahui oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang
L, yang diperkuat olch Camat

terangan semacam in1 diperlukan untuk memberikan kejelasan bahwa
ng akan diwakafkan benar-benar bebas untuk dialihkan haknya
ihak lain karena tidak tersangkut suatu sengketa, ikatan, sitaan atau
nan, sehingga pelaksanaan wakaf bisa berjalan lancar dan di masa
n datang tidak akan mendatangkan masalah.

terangan fersebut dimintakan kepada Kepala Desa yang mewilayahi,
at Kepala Desa pejabat yvang terdekat dengan rakvamya dan dialah
engurusi persoalan tanah, schingga dia tahu pasti mengenai
angan tanah yang berada di wilayahnva (bentuk dan model surat
an, lihat lampiran 2).

terangan Riwayat Tanah (lihat lampiran 3).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

37

e. Surat Keterangan Ahli Waris apabila tanah yang akan diwakafkan merupakan
harta warisan (lihat lampiran 4).

f Kutipan dari Buku Huruf C Desa (lihat lampiran 5).

g Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik (lihat
lampiran 6).

h. Surat ljin dari Bupati atau Walikota
Surat ijin yang dimaksud di dalam prakicknya didelcgasikan kepada BPN
setempat. Surat keterangan semacam ini dibutuhkan untuk mengetahui tentang
sejauh mana keadaan tanah yang akan diwakafkan tersebut di masa yang akan
datang, terkait dengan Rencana Umum Tata Ruang wilayah tersebut. Apabila
tanah tersebut sudah termasuk di dalam rencana pemerintah maka Kepala
BPN tdak akan mengijinkan tanah tersebut untuk diwakafkan dan
menganjurkan agar tanah yang lain saja vang diwakafkan, agar di masa yang
akan datang tanah wakaf tersebut tidak terganggu keberadaannya dan udak
bertentangan dengan kepentingan pemerintah (Suhadi, 1983: 31).

Yang termasuk di dalam tahap persiapan adalah menyiapkan para saksi
Dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi saksi hendaknya dipilih orang
vang dipercava sholeh dan baik dimata masyarakat. Contohnya saja Kiyai, Ustadz,
Tokoh masyarakat, Imam masjid dan lain-lain. Calon Wakif juga harus
menghubungi orang, organisasi atau badan hukum yang ditunjuk sebagai Nazhir
yang nantinya akan diserahi tanah wakaf untuk dikelola dan diurus.

2 Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Setelah semua persyaratan yang disebutkan di atas tadi telah lengkap,
maka calon Wakif, para saksi dan calon Nazhir bersama-sama mendatangi Kepala
KUA Kecamatan setempat vang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tkrar
Wakaf untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya dan mengucapkan ikrar
wakaf Penyampaian ikrar tersebut disertai dengan penyerahan segala surat-surat
vang telah disiapkan, mulai dari sertifikat hak milik atau bukn kepemilikan yang
lainnya, surat keterangan dari Kepala Desa, Lurah atau s¢jenisnya, sampai kepada
surat keterangan pendaftaran tanah dan surat ijin dari Bupati atau Walikota (KHI
pasal 223 ayat (4)).
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Sebelum pengucapan ikrar wakaf, PPAIW memeriksa maksud dan
kehendak dari kedatangan calon Wakif terlebih dahulu. Pemeriksaan itu
mengenai |
a. Latar belakang, maksud dan kehendak calon Wakif

Calon Wakif tersebut melakukannya atas kehendak sendiri dengan tulus ikhlas

atau karena dorongan dan paksaan pihak lain.
b. Keadaan tanah yang akan diwakafkan

Tanah tersebut merupakan tanah milik dari yang bersangkutan dan bebas dan

segala sengketa, ikatan, sitaan dan pembebanan atau tidak.

Selain melakukan pemeriksaan surat-surat, kehendak dan latar belakang,
PPAIW juga berkewajiban untuk memeriksa para saksi yang dibawa calon Wakif,
apakah para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi suksi
atau belum. Persyaratan itu antara lain
a. dewasa,

b. beragama islam,

berakal schat,

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 20 Undang-undang Nomor
41 Tahun 2004).

Setelah memeriksa para saksi, PPAIW akan memeriksa Nazhir yang
ditunjuk oleh calon Wakif. Apabila Nazhir tersebut belum disahkan, maka setelah
Nazhir dianggap memenuhi persyaratan sebagai Nazhir, ia harus disahkan setelah
mendapat perimbangan dan saran-saran serta pendapat dan Majelis Ulama
Kecamatan dan Camat setempat (bentuk dan model surat pengesahan Nazhir lihat
lampiran 7).

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada halangan hukum untuk
melaksanakan perwakafan, maka PPAIW mempersilahkan calon Wakif untuk
mengucapkan ikrar wakal kepada Nazhir yang bersangkutan. Pengucapan ikrar
wakaf harus secara lisan dengan tegas dan jelas dihadapan para saksi dan
dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW (pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004). Apabila teryata Wakif tidak mampu
menyatakan kehendaknya secara lisan, maka ia bisa menyatakannya secara isyarat
(Ibrahim, t:198), namun dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

p 0
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menyatakan bahwa apabila Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan
atau tidak dapat hadir dalam pelaksanan ikrar wakaf karena alasan yang
dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa
yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila Wakif tidak hadir maka Wakif
bisa menuangkan ikrar wakafnya dalam bentuk tertulis dengan persetujuan Kepala
Kantor Departemen Agama yang mewilayahi, yang nantinya ikrar tersebut akan
dibacakan kepada Nazhir dihadapan PPAIW. Pengucapan ikrar harus mencakup
1. identitas Waldf

pernyataan kehendak

identitas tanah yang akan diwakafkan

tujuan yang diinginkan

Nazhir beserta 1dentitasnya

saksi-saksi.

W RAC s B

Selain harus diucapkan secara lisan, untuk memperoleh bukti yang otentik
apabila nantinya terjadi sengketa dan untuk digunakan dalam mendaftarkan tanah
wakaf ke BPN setempat, maka ikrar wakaf tersebut oleh PPAIW dituangkan ke
dalam Akta lkrar Wakaf (untuk bentuk dan model ikrar wakaf lihat lampiran 8).

Dalam pengucapan ikrar secara lisan maupun dalam penuangan ikrar ke
dalam Akta Tkrar Wakaf, harus didengar dan disaksikan secara langsung oleh para
saksi yang dibawa Wakif. Apabila tidak dilihat dan didengar sendiri oleh para
saksi maka kesaksiannya dianggap tidak sah dan perbuatan wakaf terscbut
dianggap tidak sah pula (pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977).

Dengan adanya Akta Tkrar Wakaf tersebut (bentuk W.1.), maka PPATW
akan membuatnya rangkap tiga vang masing-masing untuk
l. lembar pertama untuk Wakif,

2. lembar kedua untuk Nazhir, dan

3. lembar ketiga untuk PPAIW (lihat lampiran 9).

Bentuk W.2. dibuat rangkap tiga yang masing-masing :

1. lembar pertama disimpan oleh PPAIW

2. lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati
atau Walikota madya Kepala daerah yang diwakili langung oleh Kepala BPN
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. lembar ketiga disimpan di Pengadilan Agama yang mewilavahi tanah wakaf
tersebut (lihat lampiran 10).

Jntuk salinan dari bentuk W.2. ini harus ditulis kata “SALINAN" dalam tiap

alinannya. Salinan Akta [krar Wakaf bentuk W 2 A_ dibuat rangkap empat, yang

NASING-MAasing :

. lembar pertama disampaikan kepada Wakif,

. lembar kedua disampaikan kepada Nazhir,

- lembar ketiga dikirim ke Kantor Departemen Agama setempat,

. lembar keempat dikinm kepada Kepala Desa vang mewilayahi tanah wakaf
tersebut (lihat lampiran 11).

Apabila pengikraran tanah wakaf telah selesai, untuk memperkuat bukti
tentik yang telah ada, maka tindakan selanjutnya adalah PPAIW atas nama
{azhir mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke BPN setempat paling lambat 7 hari
erja sejak Akta Tkrar Wakaf ditandatangani untuk mendapatkan sertifikat tanah
akaf, sebagaimana yang di atur oleh pasal 32 undang-undang Nomor 41 Tahun
004, dengan menginmkan Surat Permohonan Pendaftaran tanah wakaf kepada
antor BPN setempat atau biasa disebut dengan bentuk W.7. (lihat lampiran 12).

. Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Di dalam pengalihan hak atas tanah, antara pengalihan hak atas tanah
ntuk wakaf dan untuk kepentingan yang lain mempunyai perbedaan. Kalau
engalihan hak atas tanah selain wakaf seperti halnya hibah, wasiat, waris dan
un-lainnya akta dibuat dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
"PAT), akan tetapi untuk tanah wakaf dibuat dan dilakukan dihadapan Pejabat
embuat Akat Tkrar Wakaf (PPAIW) yang diangkat dan diberhentikan oleh
lenten Agama

Karena status dan tanah ada bermacam-macam mulai dari hak pakai
impai hak milik maka dalam pendaftaran ke BPN pun ketentuannya berbeda
ula. Berikut adalah ketentuannya -

Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah
wakaf oleh PPAIW atas nama Nazhir.

Terhadap tanah milik yang diwakafkan sebagian saja dari keseluruhan tanah
yang ada, harus dilakukan pemecahan sertifikat hak atas tanah teriebih dahulu,
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lalu dibuatkan buku tanahnya masing-masing dengan sertifikat tetap atas nama
calon Wakif. Dengan pemisahan tersebut maka akan muncul dua sertifikat,
vang keduanva atas nama calon Wakif, kemudian sertifikat tanah vang
diwakafkan diserahkan kepada PPAIW untuk kemudian didaftarkan ke BPN
atas nama Nazhir,

- Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik, vang berasal dan bekas tanah
milik adat dapat langsung didafiarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

- Terhadap tanah yang sudah terdaftar dengan hak-hak lain, ditingkatkan
haknyas menjadi hak milik, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas
nama Nazhir.

- Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musholla,
makam, didafiarkan menjad: tanah wakaf atas nama Nazhir.

Pendaftaran tanah wakaf ke BPN adalah wajib hukumnya bagi PPAIW
untuk mendaftarkannya atas nama Nazhir. Dalam mengajukan permohonan
pendaftaran tanah wakaf tersebut, hal-hal vang perlu disertakan di dalam
permohonan pendaftaran adalah
I. Sertifikat tanah vang bersangkutan,

2. Akta Ikrar Wakaf yang telah dibuat dan ditandatangan, dan
3 Surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat.

Apabila tanah yang diwakafkan belum terdaftar di BPN maka permohonan
tanah wakafnya dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya
kepada Kepala BPN menurut Peraturan Pemenntah Nomor 10 Tahun 1961
Pasal 4. Jadi surat-surat vang perlu diserahkan oleh PPAIW atas nama Nazhir
dalam hal pendaftaran tanah wakaf adalah -

I. Surat permohonan konversi/penegasan haknya, guna tercatatnya tanah vang
diwakafkan tersebut pada buku tanah dan penerbitan serufikatmya,

2. Surat-surat bukti kepemilikan tanahnya dan surat-surat keterangan lainnva
yang diperlukan,

3. Akta lkrar Wakaf yang dibuat oleh PPATW setempat,

4. Surat pengesahan Nazhir dari KUA Kecamatan setempat,

Untuk cara pendafiaran tanah wakaf vang terjadi sebelum diberlakukannya
Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 1977, dilakukan sebagaimana halnya cara-
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cara tersebut di atas setelah dilakukannya penyesuaian berdasarkan ketentuan

Peraturan Menteri Agama Nomor | Tahun 1978, vaitu setelah tanah wakaf

tersebut diterbitkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf oleh PPAIW yang bersangkutan

Setelah surat permohonan pendaftaran tanah wakaf diterima oleh Kepala
BPN Kabupaten atau Kotamadya setempat, maka akan diperiksa apakah surat-
surat yang dibutuhkan sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, maka
Kepala BPN akan mencatat tanah wakaf tersebut pada buku tanah dan
sertifikatnya. Apabila tanah wakaf terscbut belum bersertifikat maka yang
dilakukan terlebih dahulu adalah menerbitkan sertifikat tanah tersebut atas nama
Wakif dengan hak atas tanah sebelum diwakafkan.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Kepala BPN dalam melakukan
pencatatan tanah wakaf dengan berdasar pada Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh
PPAIW adalah :
|. mencoret nama/nama-nama pemegang hak vang lama yvaitu Wakaf,

2. menuliskan kata-kata “WAKAF™ dengan huruf besar dibelakang nomor hak
milik tanah yang bersangkutan,

3. menubiskan kata-kata “Diwakalkan untuk ... _berdasarkan Akta lkrar
Wakaf PPAIW, Kecamatan .............., tanggal ..........., Nomor
____________ pada halaman tiga kolom sebab

4. menuliskan nama/nama-nama Nazhir pada halaman tiga kolom nama yang
berhak dan pemegang hak lainnya.

Apabila Nazhimya terdin dan perorangan maka nama orang tersebut
ditulis pada buku tanah dan sertifikatnya. Apabila Nazhirnya adalah badan hukum
maka vyang ditulis adalah nama badan hukum yang bersangkutan tanpa
menuliskan nama pengurusnya

Apabila terjadi penggantian Nazhir baik karena meninggal dunia
mengundurkan diri atau dibatalkan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat, maka
harus dilakukan pencoretan nama/nama-nama Nazhir vang memnggal,
mengundurkan diri atau dibatalkan oleh Kepala KUA tersebut, baik pada buku

tanah maupun sertifikatnya setelah mendapat pengesahan dan Kepala KUA
Kecamatan setempat.
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Tmhmkafymgwhhwrdnﬂudmdicawpadahukummhdanmlah
hcmniﬁkat.makatmahwakxftcmbmtclahmemmm alat pembuktian yang
kuat, yang akan digunakan untuk melindungi eksistensi, kelestarian dan
keberadaannya dari kemungkinan terjadinya sengketa yang dapat mengancam
atau mengganggunya.

Suatu perbuatan pasti membutuhkan biaya, tidak terkecuali pada
pendaftaran tanah wakaf, namun biaya yang dikenakan tidak sebesar yang
dikenakan pada pendafiaran atau peralihan hak-hak tanah yang lainnya. Biaya
yang dikenakan hanya sebatas pada biava pengukuran dan biaya materai saja,
sedang biava yang lainnva dibebaskan Biaya vang dikenakan adalah sebesar
25 % dari taksiran harga tanah (harga umum) dari tanah vang diwakafkan. Biaya
imi biasa ditanggung oleh Wakif bisa juga oleh masyarakat atau kelompok tertentu
yang akan menikmati tanah wakaf terscbut Meski demikian, tidak lertutup
kemungkinan bahwa Wakif akan dibebaskan dari scgala biaya pendaftaran seperti
halnya yang terjadi di Kabupaten Malang vang felah diuraikan pada bab
terdahulu.

3.3.2 Kedudukan/Status Hukum Bagi Tanah Wakaf Yang Belum Terdafiar

Kenyataan memang sangat jauh dari harapan kita semua. bahwa pada
kenyataannya masih banyak saja tanah-tanah wakaf yang belum terdafiar, padahal
aturan-aturan hukum yang mengaturmya sudah sejak lama berlaku. Masyarakat
banyak vang tidak tahu bahwa pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf diberikan
keringanan. Banyak yang belum mengerti akan arti pentingnya sertifikat tanah
wakaf demi perlindungan dan kepastian hukum apabila nantinya tenjadi sengketa
Hal ini terjadi bisa jadi karena mimimnya sosialisasi kepada masyarakat oleh
instansi-instansi atau pthak-pihak yang bersangkutan,

Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan mengadakan penyuluhan-
penyuluhan/bimbingan yang diadakan secara berkala seminar vang dilakukan
baik oleh pihak KUA, Departemen Agama atau BPN. Hal ini perlu dilakukan agar
tanah wakaf tersebut kekal keberadaannya karena dilindungi oleh hukum
mengingat besarnya manfaat wakaf bag kehidupan masyarakat banyak, karena
selain mempunyai fungsi ibadah wakaf juga merupakan suatu jalan untuk
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membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakal pada umumnya dan pihak
yang memanfaatkan wakaf pada khususnya. Artinya wakaf bisa membantu
program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Akan lebih baik dan
optimal lagi pemanfaatan wakaf, apabila perbuatan vang baik dan mulia ini
didukung dan didorong sepenuhnya oleh pemerintah.
Selama ini pemerintah masih kurang peka menanggapi masalah
peﬂdaﬂnmmmhmkaikalamadaimhanyamdikltﬁmiaﬁsasjwahf
biasanya menckankan pada arti pentingnya perbuatan wakaf bagi kesejahteraan
masyarakat dan fungsinya bagi Wakif dalam kehidupan beragamanya. Jadi
sosialisasi ini banyak dilakukan oleh para pemuka agama, 151 dari sosialisasi ini
hanya terbatas pada hubungan vertikal kepada Allah SWT, sedangkan sosialisasi
vang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti KUA, Departemen Agama atau
BPN hampir tidak pernah terlihat
Apabila sudah melakukan bimbingan, penyuluhan dan seminar-seminar
vang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah
wakaf yang ada. Pengawasan ini bertujuan agar
- tercipta ketertiban dan keteraturan pelaksanaan perwakafan tanah sesuai
dengan aturan yang berlaku,

- agar udak tegadi penyimpangan-penyimpangan dari tujuan vang telah
ditentukan dalam ikrar wakaf,

- melakukan bimbingan kepada para Nazhir agar dalam melaksanakan tugasnya
mengelola tanah wakaf bisa secara amanah, optimal, profesional dan efektif

Tanpa adanya pengawasan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak
sesual dengan ketentuan vang berlaku dan penyimpangan-penyimpangan,
Contohnya saja di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, banyak tanah
wakaf yang hilang dan berubah statusnya memjadi tanah milik pribadi
(Departemen Agama Kabupaten Malang, Juni 2006). Bisa jadi hal ini tidak hanya
terjadi di Kabupaten Malang saja, tetapi juga terjadi di Kabupaten-Kabupaten atau
Kota-Kota lainnya. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila tanah wakal tersebut
didaftarkan mulai dari KUA Kecamatan sctempat sampai BPN. Kalaupun tidak
didaftarkan ke Departemen Agama atay BPN tetapi hanya didaftarkan di KUA
saja, perwakafan tersebut sudah mempunyai bukti tertulis vang bisa dijadikan alat
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bukti bahwa telah terjadi perwakafan yaitu yang berupa Akta lkrar Wakaf yang
dibuat dihadapan PPAIW. Untuk pendaftaran pada tahap selanjutnya pihak
Departemen Agama dan BPN sudah mempunyai kebijakan tersendiri dalam hal
pendaftaran tanah wakaf, mengingat akan dampak dan manfaatnya yang besar
bagi kesejahteraan masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Malang

Pengawasan tentu tidak akan bisa dilakukan secara maksimal dan
menyeluruh apabila tanah wakaf tersebut tidak terdafiar di instansi manapun.
Karena tidak ada bukti otentik bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf bukan
tanah milik pribadi. Apabila suatu tanah wakaf tidak terdaftar, maka tanah
tersebut keberadaannya tidak berkekuatan hukum dan hanya sah di mata agama
saja. Akan sah apabila telah didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan prosedur
yang telah ditentukan oleh hukum seperti yang telah dibahas pada sub bagian di
alas. Apabila suatu tanah wakaf berstatus tidak terdafiar segala kemungkinan bisa
saja terjadi. Mulai dan berubahnya tanah wakal menjadi tanah milik pribadi yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ahli waris dari Wakif
bisa menggugat dan mengklaim bahwa tanah tersebut tidak diwakafkan dan lain
sebagainya. Walaupun sertifikas: atau pendaftaran tanah wakaf bukan merupakan
syarat sahnva perbuatan wakaf, akan tetapi pendafiaran ini sebagai jaminan
hukum bahwa tanah wakaf tersebut akan kekal keberadaannva sebagai tanah
wakaf sehingga peruntukannya untuk kepentingan masyarakat umum Juga akan
kekal dan dilindungi oleh hukum.

Apabila tenadi suatu sengketa, maka tdak ada bukt yang otentik bahwa
tanah terscbut adalah tanah wakaf Tidak ada surat-surat atau dokumen apapun
yang mendukung bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf Kalau terjadi hal
yang demikian bagaimana cara membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah
wakaf. Jalan satu-satunya untuk membuktikannya hanya bergantung dari
keterangan para saksi. Dalam perwakafan orang-orang vang dijadikan saksi
biasanya adalah orang-orang yang dianggap dituakan dan tahu agama. Kalau yang
menjadi saksi orang-orang yang sudah tua bagaimana kalau para saksi tersebut
meninggal dunia, belum lagi sifat manusia vang tidak pernah lepas dari salah dan
lupa. D1 Kabupaten Malang orang umumnya melakukan perbuatan wakaf tidak
hanya disaksikan oleh dua orang saksi saja, tetapi banvak anggota masyarakat
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vang menyaksikannya Kalau sudah demikian maka vang diandalkan hanyalah
keterangan para saksi,

Dampak lain dari tidak didafiarkannya tanah wakaf adalah tidak Jelasnya
peruntukan tanah wakaf Artinva tanah wakaf yang sebenarnya mempunyai fungsi
dan manfaat vang sangat besar bagi kescjahtcraan masyarakat tidak jelas
digunakan untuk apa. Apakah untuk sekolah, pondok pesantren, atau tetap
dijadikan sawah yang hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat vang
membutuhkan. Dalam pendaftaran tanah wakaf, di dalam semua dokumen dan
Surat-suratnya tertera jelas tujuan  dari diwakafkannya tanah tersebut.
Pencantuman tujuan dan diwakafkannya tanah tersebut. adalah semata-mata untuk
memjamin agar tanah tersebut dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan tujuan
semula, yang dikehendaki oleh Wakif

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang
kemudian ditegaskan lagi di dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang
berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara atau sengketa
wakafl adalah Pengadilan Agama. Jadi segala sengketa di bidang perwakafan
diselesatkan di lingkungan Pengadilan Agama Wewenang Pengadilan Agama
dalam masalah perwakafan tanah meliputi masalah
a, Wakaf, Wakif, Ikrar, Nazhir dan Saksi.

Kewenangan im menyangkut sah tidaknya perbuatan wakaf Dalam hal ini

vang banyak terjadi adalah ada pthak yang tidak mengakui adanva ikrar

wakaf, adanya pihak yang ingin menarik kembali tanah yang telah

diwakafkan, baik oleh Wakif maupun oleh ahli warisnya. Hal ini biasa terjadi

karena beberapa alasan antara lain

1. Makin langkanya tanah,

2. Makin tingginya harga tanah,

3. Makin merosotnya keimanan dan Ketagwaan,

4. Wakif mewakafkan seluruh harta atau sebagian besar hartanya sehingga
ahlt wanisnya tidak terima dan menggugatnya,

5. Sikap serakah dari ahli wans atau sama sekali tidak tahu adanya ikrar
wakaf, karena tidak diberitahu oleh orang tuanya.
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b. Bayyinah (alat bukti adminisirasi tanah wakaf). Seperti Akta lkrar Wakaf,
Akta Penggant [krar Wakaf, sertifikat tanah wakaf, dan hal-hal lainnya yang
berkaitan dengan pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf,

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpangan penggunaan
harta wakaf oleh Nazhir dan lain-lain.

Dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan
bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum
acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah
diatur dalam UL Nomor 7 Tahun 1989. Dalam proses pembuktian, keterangan
saksi memang bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi walaupun jumlah
orang yang menjadi saksi ada seratus orang, bukti tersebut hanya dianggap satu
jemis saksi. Padahal untuk membuktikan suatu dalil atau pemyataan harus
dibuktikan minimal dengan 2 alat bukti, dengan demikian apabila hanya
menggunakan buku saksi saja, hal in1 akan mudah dipatahkan oleh lawan, apalagi
kalau lawan menggunakan alat bukti vang otentik yang tidak diragukan lag
keabsahannya.

Berdasarkan yunsprudensi vang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang
berhak mengajukan perkara adalah orang vang ada dan atau merasa
berkepentingan dengan perwakafan tanah tersebut (Hamami, 2003:173) Mercka
itu adalah :

a. Wakif atau keluarganya (ahli wans),

b. Wakaf (vang pelaksanaannya dilakukan oleh Nazhir),

¢. Walaf (ahli warisnya) dan wakaf secara bersama-sama,

d. Orang lain vang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut,

e Nazhir atau anak keturunannya.

Mereka yang tersebut di atas, dalam mengajukan perkara ke Pengadilan

berkedudukan sebaga Penggugat, sedangkan lawan sebagai Tergugat. Sebagai

lembaga peradilan yang berwenang menangani masalah perwakafan, Pengadilan

Agama memang harus selalu siap apabila sewaktu-waktu ada perkara perwakafan

vang masuk, akan tetapi pada kenyataannya, dalam sejarah berdirinya Pengadilan

Agama Kabupaten Malang tidak ada satu pun perkara mengenai sengketa tanah

wakaf yang masuk ke meja Panitera. Demikian juga di Pengadilan Agama Jember.
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Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masvarakat akan arti dari suatu
perbuatan wakaf adalah ibadah yang semata-mata mengaharap ridho dari Allah
SWT dan bersifat kekal selamanya sudah sangat baik.
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan :

I. Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur
tentang peruntukan harta benda wakaf, antara lain untuk sarana dan kegiatan
ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta keschatan, bantuan kepada fakir
miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan
ckonomi umat, kemajuan kescjahterasn umum lainnya vang tidak
bertentangan dengan dan peraturan perundang-undangan.
Dalam prakteknya, banyak harta benda wakaf yang digunakan hanya untuk
hal-hal yang bersifat non-produktif saja, padahal harta benda wakaf tersebut
bisa digunakan untuk hal-hal vang lebih bersifat produktif selama tidak
melanggar tata nilai keagamaan, schingga bisa memberikan manfaat yang
lebih besar kepada masyarakat luas.
Fungs: dan peran Nazhir dalam pengelolaan peruntukan tanah wakaf adalah
mengelola, mengurus dan bertanggung jawab atas segala sesuatu vang terjadi
dengan tanah wakaf serta menjamin bahwa tanah wakaf digunakan sesuai
dengan peruntukan dan tujuan yang semula. Bentuk dari kinerja Nazhir antara
lain :
a  Melakukan pengadministrasian tanah wakaf berkaitan dengan pendaftaran

tanah wakaf ke instansi yang berwenang,
b. Mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi

dan peruntukan tanah wakaf

Mengawasi dan melindungi tanah wakaf
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia_ ( BWI).
e. Mengajukan perubahan peruntukan tanah wakaf
a. Pendaftaran tanah wakaf ke instansi yang berwenang, dimulai dari tingkat
Desa sampai ke Badan Pertanahan Nasional. Tahapan pendaftaran ini diawali
dengan tahap persiapan, yaitu memperstapkan segala surat-surat dan bahan
administratif yang diperlukan, antara lain sertifikat tanah, data sementara
tanah wakaf di Desa atau Kelurahan, surat keterangan tidak tersangkut

b

Ll
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sengketa, surat keterangan riwayat tanah, kutipan dari buku C Desa, surat
keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah milik, surat ijin dari Bupati
atau Walikota dan lain-lain, diakhiri dengan pendaftaran tanah ke BPN oleh
PPAIW atas nama Nazhir, Dalam kenyataannya, masih banyak tanah wakaf
yang belum ferdaftar di instansi manapun, padahal sudah banyak sekali
peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah.

b. Tanah wakaf yang tidak terdaftar tidak mempunyai bukti yang otentik
bahwa tanah tersebut mr:mrang statusnya sebagai tanah wakaf. Kcberadaan
sertifikat bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan wakaf tetapi hanyalah
prosedur administratif agar tercipta ketertiban dalam pengadministrasian tanah
di Indonesia dan tanah tersebut bisa dilindungi dan mempunyai status yang
jelas di mata hukum sehingga nantinya apabila terjadi sengketa, sudah ada
bukti otentik yang dijadikan sebagai alat bukti yang kuat.

4.2 Saran

Mengkaji dan pembahasan sebelumnya, saran yang dapat disumbangkan

adalah :

Hendaknya instansi-instansi yang berwenang dalam hal perwakafan
melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan bahwa saat ini wakaf
tidak hanya terbatas pada benda tetap saja dan peruntukanya juga tidak hanya
terbatas pada bidang non produktif tetapi juga produktif,

Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan lagi perhatiannva kepada Nazhir
dengan cara membimbing dan melakukan pengawasan agar Nazhir bisa
bekerja lebih optimal dan lebih baik lagi.

Hendaknya pemerintah melalui  instansi-instansi yang berwenang
menggalakkan program yang berisi tentang penyuluhan, pengarahan dan
bimbingan mengenai arti pentingnya pendaftaran tanah wakaf ke instansi
vang berwenang, agar tanah-tanah wakaf di Indonesia pengadministrasiannya
Jelas dan tertib sehingga tanah-tanah wakaf tersebut mempunyai status
hukum yang jelas, dilindungi oleh hukum, mempunyai bukti yang otentik
dan adanya kepastian mengenai peruntukannya,
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Lampiran 1
DATA SEMENTARA TANAH WAKAF D
DESA / KELURAHAN

l. Wakif ; Nama _" . Limur

Pekerjaan . Tempat Tinggal

2. AHLI WARIS WAKIF ( dusi apabila wakil meninggal dunia )

No. NAMA UMUR  PEKERIAAN

fl.

2 o

C:

d -

3 TANAH YANG DIWAKAFKAN :

a Jenis Tanah - d. Luas sclurulinya

b. No Petokld e, Luas yang diwakatkan

¢. Klas Tanah  : f.  Batas tanah yang diwakalkan
Utara - Selatan
Timur - Bitrat

g Sejak kapan tanah tersebut diwakafkan

-

4 NADZIR

a, Nama : c.  Pekerjaan
b IUmur : d. Alamat
5. 85AKSI | SAKSI 1

a. Nama ; Nama

h. Umur p Umur

¢ Pekerjiun . Pekerpian
d.  Alamat : «  Alamat
6. KETERANGAN TENTANG TANAH DALAM BUKU DESA ;

a, Nama Pemi;lik pada buku Desa/leter C
Umur Th Pekerjaan
Menjadi milik Wakil terszbut diatas dengan Sebab : Waris / Hibah *)

b, MNama Pemiiik sebelum PPO10/ 1960
MNama - Pekerjaan
Umur : _ Alamat

7. PENGGUNAAN TANAH WAKAF UNTUK KEPERLUAN :

8. BUKTI PEMILIKAN ATAS TANAH TERSEBUT

Mengetahui : el

KEPALA DESA / .LURAH as e

ALAMAT

elan
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Lampiran 2 . PO: rsitas

SURAT PERNYATAAN
(PER.MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps. 76 ayat 2,3)

Yang bertanda tangan dioawah inl kami :
Nama
Umur
Alamal
Pekerpan
Selaku pemllik tanah bekas hak Yasan / Hak Milik / Hak Cuna Bangunan tersebut
dalam petoi/letter ¢ No. , persil no. , kelas
Sertiplkat Hak ‘ Na. Luas : M2
Dengan batas-batas .
Utara . Timur
Baral Selatan
MENYATAKAN sebagai berikut .
Bahwa tanah tersebut sejak kaml kuasai/miliki tahun ... ... hinggz =23l ini tidak da‘'am
sengketa, digadaikan/tidak dijadikan jaminan utang-piutang
- Bahwa tanah tersabut tidak pemah dipindahkan kepada pihak lain, jual teli, hibah, tukar menukar.
Batwa tanah tersebut tidak dibawah sita / dibebani sita jaminan
Bahwa tanah tersebut belum pernah didaftaran/diterbitkan SERTIPIKAT ataupun SERTIPIKAT
SEMENTARA,.
Bahwa tanah tersebut dengan beritikat baik kami pergunakan untuk perumakhan/pertanian,
Demikian pemyataan inl kami buat dengan sebenarnya, penuh kesadaran 'anpa paksaan dar
siapapun dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia dituntut sesuai Perafuran Pemundangan
yang berlaku

Saks|-saksl fparanqhntlDaﬁaJK&Mrahan}

1. Nama
Umur - Malang, fgh ..osini.. A N
Alamat Yang membuat pernyataan,

Pekerjaan

Tanda tangan : Materai Rp. 6.000.-

2 Nama
Urnur
Alamat
Fekeraan

Tanda tangan
Mengetahul/mambenarkan
Surat Permnyataan {ersebut dialas
Kepala Desa / Kelurahan
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Lampiran 3
SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAII
Momor

Memenuhi parmobonan ot 1 e T S T P e S e S oy L S el L P el g, 1 s e
i e e M TR L bersama ini disampaikan dengan hormat
bahwa berdasarkan data data yang ada di kantor Kelurahan {Kepala Desa ...,
...... W iesireersisaysmisivensssiny DA TR R ARG LIIPIIAIE . covhos bt aribs s s nat e st e R
Kabupaten Malang. "

1. Buku letter C No. L A R

2. Parsil h_'c:.

3. Kelas{ jenis tanaly . - — "M

4. Luas tanah o L L R 1 2

5. Lstak tanah e, SR,

e ey SR S 0 S U s
Kabupaten Malang

Adapun Riwayat tanah lersebut sebagai beriku!

Rt T T W PSSy TOST. . (8, SRR, S W ORI R e

i O ol P E R S PPRRP TR . . .. . S TR s B s

W A T el o L T b r i e R R e e e e et S e S Y

B T e e e YT R SR oL e ey e i R
Demikian harap menjadikan periksa dan dapatnya dipergunakan seperunya y

...................... [ | O R T 8
Kepala Kelurahan / Kepala Desa,
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SURAT KETERANGAN WARISAN

Kami yang berlanda tangan dibawah Inl, para ahll warls darl almarhum/almarhums
.......................................................... menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangk
smpah, bahwa a'marhum/aimarhumah @ ... tempat tinggal yang terakt

KelUrahan | DBSE ....cc.ovreirmiriresssssscrssismassssesrssmsss eesssissssses reseenses KACAMBIAN et oo ssamsnsrrrrs
ada Tl i tahun ................... telah meninggal dunia di ...

ari perkawinan dengan suamifistrinya Yang BEMAMA | ......cccriminisi ey sesrssssessssssssessssssssis
lah dilahirkan dan kinimasih hidup ... b yarang anak yakni;

2
e
4
5

Jem.ikian kami, suami/ isin dan ke ... ... ... orang anak lersebut adalah satu-satunya ah

raris darl almarhon, [ almarqumah

aks - saks| (perangkat Drsa/Kelurahan)

Nama
Umur -
Alamat - Para ahli waris tersabut
Pakerfaan : ST T PR e

Tanda tangan : 24 SN ST, anpriasana b
L ARSI e e RS T e TR

Nama N oS S
Umur

Alamat

Pokerjaan

Tanda langan

.................... ;1o IR S N Disaksikan dan dibenarkan oleh kami

CaMBL ...coovvriinrinirinranson ran b R Kelurahan / Desa .. ... it
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Lampiran 5
BuKuhumtf CND, :..oeicrrrrrreerersssassmsssssmmrereseessen.
Nama
bin/alias fwl e e
Alamat
Desa

Kelurahan

KUTIPAN DARI BUKU HURUF C DESA

Kecamalan
Kawedanan

Kabupaten

Karesidenan

Propinsi

¥ sebagal buk!i bahwa tanah - tanah tersebut dibawah ini didalam huruf C Desa atas namanya

Jenis tanah

Parsil No.

Kelas

Luas (da)

Keterangan

Buku huruf C No,

Mama

binfalias PRI . ., ooy, o o

Alamal
Deasa

Kelurahan

KUTIPAN DARI BUKU HURUF _C DESA

Kecamatan
Kawedanan
Kabupaten
Karesidenan

Fropinsi

Sebagai bukli batwa tanah - tanah tersebut dibawah ini didalam huruf C Desa atas namanya

Jenis tanah

Fersil No

Kelas

Luas {da)

K.eterangan

Kepala Desafelurahan ...,
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Lampiran 6

Dangan Ini, Saya Kepala Deza
Berupa : Sawah, pekarangan, kebon atau tambak 1)

Serfifikal /Parsil 1) nomar
Kelas desa
Ukuran panjang

labar

luas
tariatak dl ;
Doza
Kacamatan
Kabupaten®aolamadya 1)
PropinstSetingkal
Dangan batas-batas ;
Sabatah fimur

barat

utara

salatan

adaleh banar 1anah wakal

BENTUK W.
SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK
1 [= Tyl o e e e Tahn et
................................................................................ menerangkan bahwa tanah

Pamikianiah agar menjadi makium bagl yang barkepemingan.

Keterangan ;

1), Coret yang tidak perlu
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Lampiran 7 6
BENTUK W .

SURAT PENGESAHAN NADTIIR
MOMOE 2 veeersaressrsssmsssrsarrasss TAIUIL rosversessersseens

Pada hari ini, har? .. S - SO— .. H, atau Iangg'ﬂ sessrersneecnenssnnss W, koM Kepali
Kator Urnusan hg.unmf]‘a]nhal ”r.:mhual Akta lkrar Wakaf mla}rah kecamatan .. S ——— L
mengadakan penclitian seperlunva, mengesahkan

1. Nama Lengkap
Tanggal Lahin/Umur HoRee o e e o R e e el L

Agama AN N e TP e SR SR OO VO oo KA
Kewarganegaraan d i R T PR R L A e T e ER e AR

Tempat tinggal o e Lo L ol o i E T
Jabatan dalam Nadir sebagai B, U

Agamn - e Ll TR TR R Tl R R e e RS e

EKewarganegaraan B i a3 a3 SR AR 7 N P L LR oSSR A S BP A LRI LA

B P e PR TR LR PR R R T LT eSS

Jabatan dalam MNadzir sebagai e S e SRR AR e P i B M R

Tanggal LahirUmur A R L 4 e AR N S AR
Agama ; 4
Pekerjaan e FEF ST S TN F S R VDL SO 4 L g sy Dyt
Kewarganegaraan B A 00 A LA A A8 45 42 1 T 44 P 3 A 8 it s SRR M A e

-

Jabatan dalam Nadzir sebagai g R s S P

4. Nama Lengkap T T e YL R s s e Vb o S Y e
Tanggil LahinT mw B o e e
Agama L T R e L AR e . Wi

Tempal tinggal e s L T L SO G R e

Jabatan dalam Madwir sebagai i o rbiadars T s iR R S e e s e e

5. Nama Lengkap R PP TETI. 1 MO B R 0 o At e S e
Tanggal LahinTimur SSIRNP RSNSOI A e e o ey
Kewarganegaraan . T A A R

Jabatan dalam Nadzir sebagai SR S R e
sebagai Madzir atas tanah wakaf yang terletak di DESA ooveeresnemssesseresseeamseeners KeCAMELAT

KabupatenKolzmadya ...cooriinnnn b Frcrp1ns1
Surat pengesahan ini ht..rlalm se.jak tu.nggal dlsah]-;an

Disahkan di . ‘
Pada Tanggal e i
Fepala Kantor Umsanﬂ-;‘.u-' :-:atam’

Pejabat Pernbuat Akta lkrar Wakaf
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Lampiran 8

IKRAR WAKAF
BiSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang L tinda tangan di bawah inl saya
nalengkap
i:at dan tangga! fanirfumur
-er d

HRADS e e e

~ian (bagl wakil Lian hukum) :
drganearaan
[xal tinggal

chindak untuk dan atos nama
A hard ind
fonogal

denc o mewakafkan sehudang tanah hak milik saya :
(R e A
“ikat/pensil 2) noninor
s desa
AN panjang
lebar
luas

Ik diz:

matan
naten/Kotamad: 2}
cinsi
{an batas-batas
i:lah timur

barat
utara
selatan .
unluk keparivan 3)
Wakil Lot tersebul divrus <doly Nidzir yang diwakili oleh ;
e lengkap
wgal lahir/umur
ama
Lirjaan
| L.=lan dalam nadzir H
Luarjanegargan e e ———

iinat tinggal b i e AT s T IR E e by

|krar ol divcapkanicioazakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan ...
________ cetiliine St B i s s Rabupete i Retamedied]) e dmn
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Prapins

i

2

lkrar wakaf ini dibuat dzlam rangkap tiga :

Digital Repository Universitas Jember

Tanggal Iahir/umur
Agama

Pekerjaan

. Jabatan

Kewarganegaraen
Tempat tinggsl

Nama lengkan
Tanggal tahirfurmir
Agama
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegarsan
Tempat inggal

Lembar pertama untuk Nadzir,
Lembiir kiedua untuk PRAIVW
Lembat ketiga untuk Wakit

Demikian lkrar wakaf ini s2ya bi 1° atas kehendak sendin dan tanpa paksaan it

NMadzir
..................... i
Saksi-saks|
W Y
I, . YN W S ol

el AL LR L S S L T ey e

......................................

.............................

Kepala Kantor [ ) -
Pejabat Farq!

Kelersngan :

1). Ciisi vatah satu dari savah, pexarangan, kebun atau tambak.

2), Coro! yung tidak perfu
3). Lisi salah satu dan tujian wakal,

o Pembangunan temipat beribadah, termasuk didalamnya masjid, langr

b, Keprluan umum, tennoasuk di datamaya bidang pendidikan dari tingkt

dasar sampal tingkal tingol serta tempat penyantunan anak yatim priatu, !
atau keperluan umum lainnya sesual dengan ajaran agama |slam,

BENTUK . v

1 oleh saksi-saks

dEpdan

LREELL TS T,

............................

...........................

---------------------------

..........................

.........................

na Kecamatary
ir WEkEf,

illa,
K, ingkeat

i, luna wisma

+

y.
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Lampiran 9

AKTA IKRAR WAKAF

BaTnOE s e e
Patta hariind, hard ..o tanggal SIS 1 L i E LT o) TR S
M. datang menphadap kepadn kami, nama ... . e Kepala Kamiur [y e Keewmatan
..................................... «s Kabepaten/Kotamadya 1) Nomor | Tahun 1978 pasal S ayal (1) focehagal Pejabal
Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerinry o0 0 2R Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Millk vntuk wilayah Kecanatan resa s e o diREAIEE dan
disaksikan  dfch saksi-salsi yang kami kenal { diperkenalkan kepada kami 1] o s yanp kami

kenalfdiperkesalbkan kepada kami t) danabkoan disehutkan didalam akta ind,

Lo N Lenplap
Tangpeal tahic/Umur
AgEamn
Pekierjaan
dabatan (hagi Wakil Radan Heloum)
Rewnrpancparsan
Tempat tinggal . : -
selanjrntnva disebut Wakil
I Namn Lengkep -
Tangual ahir/Umur
A
Pelierjiaan
Jahatan dalam Nadzir
Remnoeenereeimt. B O e e il 4 e T S e T
Tempat tinggal

selanjutnya digebut NADZIR

B e e X I EL L] Sk ke AN L Rk b e

memeranpkan bahwa, wakil felah mengikrarkan wakof kepada nadeie atas schidang oo i e
Berupa 2) NPT T U R BRRe
Sertilikatetol DiPersil nomor
Kelas Desa
Ukuran panjang e R
lelar
mas
Terletak di :
Desa
Kecamutan

Kahupaten/Kotamadya 1)

Propinsi/selingkal
Denpan batas-hatasn
Schelaly rimnr
harnt
utara
selatan

untik Keperloan 3)

dengan dihiadiri dan disaksilan oleh AR S A e
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BENTUK . W.2.

Il 1, Mama lengkap
Tempatiahiefamye - 0 M e e P
Agama
F‘ehﬁrﬁan

Jahatan

Kewarganenaraan

Tempat tinggal

2. Mama langhkap

Tempat lahir / umur

Agama

Pekerjaan

Jabalan

Kewarganegaraan

TEmPETNTGa]L: L U i e e S R e S AR i P e A S L e e £

Akla [krar Wakal Ini ditual rangkap liga :

Lembar pertama disiripan olah PPAIV,

Lembar kedus dilampirkan pada surat permohanan pendaftaran kepada Bupati®aliketamadyn opala daerah og Kepals
Badan Penahanan

Lembar keliga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi lanah wakaf tersebiut,

Kepala Kanlor Urus i3 Kecamatan/
Wakil 2 Pejabal Pembual & <to ibrar Wakal,
rAatpag E 0=
] | s
T -
Madzir
O S S ML i
Gaksl-saksi !
1 (- SR y
e e R s el )

Keterangan @
1}. Caret yang lidak perlu
b

2} Diisi salah satu dadl sawah, perkarangan, Kebun, atau Tambak

33, Diist salah salu dar lujuan wakaf.
Pembangunan perivadatan fermasuk masjid, langgar dan mushollal,
Keperlyan umum, fermasuk didalamnya bidang pendidikan darl lingkal kanak-kanak, tingkat dasar sampal tingkat
tinggi sena tempat penyantunan anak yatrm piaty, luna netra, tuna wisma atau keperivan urmum [annya sesua dengan
ajaran agama Islam
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Lampiran 10

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF
Womor .o S Rl

Pada hari ini, hari ... i BOREAL s iinirsshpnis s biissrssss o Pl AR ARG ]
M. datanp menghad.up k:pada ka:m nama, sreasean chal.'i Kantor Urasion A gama Kecamat:n

s thupateanutamadya 1]Numnr l Tahun 19'?5 pasal Sayat{!)di: vjuk sebagai Pejabat
P:mbua: M:ta iknr Wakaf yeng dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemeriniad |omor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan .. cvns denpan dihadir dan

disaksikan oleh saksi-ssksi yang kami kenal!d:perkcnalkan kepada. karm 1] “dah Hodzir yang kami
kmb’dlppkenaikm kepada kami 1)dan akan disebutkan didalam akta ini.

L MNama lengkap e e S
Tanggal lahirTWImur
Agama
Pekerjaan

T R TR E LT T T LT T T R F TR PP

B A A R R R BB 8 B SR e me e m a0 AR SRR R R

Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) B T e s e R e e N T T R e
Kewarganegaraan X s T o o
Tempat tinggal | R
selanjuinya disebut Wakif

IL.  MNama lengkap e S
Tanggal iahir/Umur . .. PO
Agama P b

Jahatan dalam Nadzir e P

Kewarganegaraan

Tempat linggal

selanjutnya disebut MADZIR

menerangkan bahwa, waldf telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir atas sebidang - viliknya

Berupa 2) 5 L e s IR

Setifikat/Petok ND/Perail nomor e I S P R e e e

Kelas Desa

Ukuran panjang
lebar B e e e I e e e S e e
luas

Terletak di :

Desa

Kecamatan

B TR R R R R e kLR A R B Ea B e

EsbumatleifRolemadsn 1Y 0, || 0 o e e e e R R

Propinsi/sctingka: it o i

Dengan batas-batas

Sebelah timur % Wiy
selatan SRR

Untuk Keperluan 3)
dengan dihadiri dan disaksikan olch
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. MNama lengkap
Tampat lahir / umur
Agama

, Pekerjaarn
Jabatan
Kewarganegaraan

Tempat tingyal

T

Mama lengkap
Tempat lahir / unur
Agama
Pekarjaan

Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tnggal

Lambar ke 1
Lembar ke 2
Lembar ke 3
BENTUK w.2.

Ikrar Wakal ini dibual rangkap tiga :
bar pertama disimpan oien PPAIW,

bar kedua dilampirkan pada surat pearmohonan pandaftaran kepada BupatiWallkotamadya Kepala Dasrah cg Kepala

in Pertanahan.

har ketiga ke Pengadilan Agama yang mewllayahl tanah wakaf tersebut.

Wakii

Madzir,

Saksi-saksi ¢

grangan :

Coret yang tidak periu.

Diisi salah satu dar sawah, pakarangen, kebun atau tambak.
Diiisi salal: satu darl tujuan wakaf,

a. Pambangunan peribadatantermasuk masjid, langgar dan mushollah.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pajabat Pembunt Akla lkrar Wakaf,

Materal 5000 -

b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat
tinggi sena tempat penyantunan anak yatim pialy, tuna natra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan

ajaran agama lslam.

b

—‘
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Lampiran 11
SALINAN AKTA IKRAR WAKAF
T TR s
Pada har Ini, harf .00 i 1, Taa - H, alau tanazal. o M, dat
menghadap kepada Kami, NEMA ... isreesisoseons Kepafa Kantor i Agama Kecans
............................. Kabupaten/Kotamadya 1) ..o, yang aleh Mander 2000 dengan peraluran
Namaor 1 Jahun 1978 pasal & ayat (1) ditunjuk sebagai Pejubal Pembuat Akla terar Watkof yimn ook sud dalam pasal 4 ;

(1) Peraluran Pemerintah nomor 28 Tahun 1977 lentang Perwakafan Tanah Wi
- .. dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kens iz
Madzlryang kam kerlalfdlpuﬂsenaikan kepada kami 1) danakan disebutkan didalam akts ny,

l. Nama Lengkap
Tanggal dan tanggal lehizUmur
Agama

Prkenaan )
Jabatan (bagi Wakif Banian Hukum)
Kewargrnegaraan

Tampal tinpgal

setangadny: disciet WAKIE

I, MNama Lengkap
Tanpgal fahinWmue
Agama
Pekorjaan
Jabalan da'am Madzir
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

selanjuinya dizabut NACZIR

menerangkan hahwa, wakl telah mengikrarkan wakaf kepada.nadzc alas sebidang tapas o
berupa 2)

SedifikatiPelor DMPersil nomor
Keias Dosa

Ukuran panjang

car . . B N N T -l e
liigs
Terledak di -

Desa

Kecamatan
Kabupaten®otamadya 1)
Propinsifsalingkal
Dengan balas-batasn

Sehealah timur

baral

utara

sélalan
Unluk Keperiuan 3)

ik wilayah Kecain:
vil=an kepada kami 1}
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|

-

Digital Repository Universitas Jember

Nama lenghap

Tempat lahir [ Umar

Agama

Pekerjnan
"Rmurgantprun

Tempat tinpgal

Nama lengkap
Tempal lahir ' Vinur
Agamna
I"ekorjannidabatlan
Kewargancgarann
Tempai tinggal

an
H
H

B st ELEL L)

3
;

T R P

e

NENTUK , W.2./

AR

PPN P T T mmraead s

e e SRR TR A S R e S

e nen e LLEE S LR S L

e LR L e L LR LELRS

we

i

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat :
Lembar pertamn disampaikan kepada wakil

Lembar kedea dissmpaikan kepada nadzir
Lembar ketiga dikirim kepsda kandepag

{ embar keempat dikicim kepada Kepala

Katarangan :

Desa yang mewilayahi tamah wakal terschud,

1), Corel yang hidak partu

2. Dilsi satah salu dan sawah, pekarangan. Kebun, atau Tarmhak
3} Diisi salah satu dan lujuan wakal

a  Pembangunar tempal peribadatan
Kepeduan umum, lermasuk didalamnya bidang
seiin tempal penyaniunan anak yalim piatu, tuha natra, una wisma dan ke

agama |slan

tarmasuk masjid, langgar dan mushalian

Sesual dingun aslinys
Kepala Kantor Urvs n Agsma Kecamata
Pejabat pemtmar Akta tkear Wakaf

N

pendidikan dan taman kanak-kanik, fikal lasar sampal linghat
gy U8 Ll e KRngs
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BENTUK W.7
hmpiﬂl‘l 12 Ié ) :l S 2|

KANTOR URUSAN AGAMA
NOMOE & it st s st Kepada
) T el S iy B Yth. IKepala Kantor 2eranahan
Hal b i TRk L Kabupaten / Kotamadya
di -~
R SRR F N R T I IR RIS TR AbdBibticid
Dengan hormat,

Bersama ini kaml sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakal dengan
lampiran sebagai beqkut ;

1. Surat permohonan konversiipenagasan hak
2. Sural bukti pemilikan tanah
3. Akla lkrar Wakatiakia Pengganti Akta lkrar Wakal

4. Sural pengesahan MNadzir

Demikianlah, selanjulnya mohon dicata pada buku lanah Zan sertifikalnya

Terima kasih

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan /
Pejabal Pembuat Ak'a lkrar Wakaf

. ( )
NIP

TEMBUSAN

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/odya..

Arsip


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

